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DINUL HAQ QAYYIM D, B111 13 336, dengan judul skripsi “Penerapan 
Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah menurut 
Hukum Humaniter Internasional”. Di bawah bimbingan Abdul Maasba 
Magassing sebagai Pembimbing I dan Albert Lokollo sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip 
Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah menurut Hukum Humaniter 
Internasional. Banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dalam konflik 
bersenjata tersebut baik dari pihak sipil dan militer memunculkan 
pertanyaan tentang penerapan prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata 
di suriah. 
Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui riset kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan 
terkait (Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol 
Tambahan 1977). Selain itu, penulis juga melakukan penelitian 
kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik 
penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang 
kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1.)Prinsip Pembedaan dalam Hukum 
Humaniter Internasional telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, lalu 
diubah dalam Konvensi Jenewa 1949, dan disempurnakan dalam Protokol 
Tambahan 1977.2.)Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik 
Bersenjata di Suriah tidak efektif dikarenakan banyaknya korban jiwa sipil 
yang berjatuhan akibat konflik bersenjata yang awalnya bersifat non-
internasional berkembang menjadi konflik bersenjata bersifat internasional. 
 
Kata Kunci: Penerapan Prinsip Pembedaan, Konflik Bersenjata Suriah, 







DINUL HAQ QAYYIM D, B111 13 336, entitled "The Application of 
Distinction Principles in Syria Armed Conflict according to 
International Humanitarian Law". Under the guidance of Abdul Maasba 
Magassing as Supervisor I and Albert Lokollo as Supervisor II. 
This study aims to determine the Application of Distinction  Principle 
in Syria Armed Conflict according to International Humanitarian Law. The 
number of casualties falling in the armed conflict both from civilian and 
military sides raises the question of applying the disctinction principle in 
Syria armed conflict. 
This research is normative with data collecting technique done 
through literature research that is related legislation (Hague Convention 
1907, Geneva Convention 1949, Additional Protocol 1977). In addition, the 
author also conducts library research through data and books related to the 
research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively 
which then presented descriptively. 
The results of this study are: 1.) The distinction principle in 
international humanitarian law has been regulated in the Hague Convention 
of 1907, then amended in the 1949 Geneva Conventions, and amended in 
the Additional Protocol of 1977.2.) The application of the Distinction  
Principles in Syria Armed Conflict is ineffective because of the abundance 
Civilian casualties falling due to armed conflicts that were initially non-
international developed into international armed conflicts. 
 
Keywords: Application of Distinction Principles, Syrian Armed Conflict, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada hakekatnya setiap manusia mendambakan suatu kehidupan 
dalam suasana damai, aman, tenteram, dan sejahtera dan bahkan tidak 
ada satupun makhluk di muka bumi ini yang suka akan penderitaan dan 
siksaan. Tuhan menciptakan manusia dalam beragam suku dan bangsa 
demi saling mengenal serta tolong menolong dalam siklus kehidupan ini. 
 Akibat hubungan yang meluas dari individu antar individu hingga 
Negara antar Negara, sampai menimbulkan konflik atau perselisihan 
yang ditimbulkan oleh perbedaan persepsi atau cara pandang dari 
masing-masing negara tersebut. Hal yang sangat memprihatinkan jika 
konflik tersebut sudah tidak menemukan cara lain selain konflik 
bersenjata atau peperangan. 
Eksistensi perang telah ada sejak bumi diciptakan. Sesuai kajian 
ilmu sejarah perang hampir sama umurnya dengan umat manusia. 




Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik 
dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka 
tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.1 
Perang merupakan suatu dasar yang alamiah dalam penyelesaian 
masalah dan juga hal yang penting untuk dilakukan. Jika suatu negara 
gagal dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik atau pun 
dalam mencapai kepentingannya, perang menjadi jalan yang penting 
untuk ditempuh. 
Hukum Perang atau yang sering disebut dengan Hukum Humaniter 
Internasional, atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang 
sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan 
perang itu sendiri. Hukum Humaniter itu mewakili suatu keseimbangan 
antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-
negara. 
Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah 
negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas 
perkembangan Hukum Humaniter Internasional. Dewasa ini, Hukum 
Humaniter Internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-
benar universal. 
                                                          
1Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman. Hukum Humaniter Internasional dalam 
Studi Hubungan Interansional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 2. 
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Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International 
Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal 
sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang 
menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), dan pada 
akhirnya dikenal dengan istilah Hukum Humaniter.2 
Istilah Hukum Humaniter sendiri dalam kepustakaan Hukum 
Internasional merupakan istilah yang relatif baru.Dengan demikian, 
Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena 
alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari 
pertikaian senjata.  
Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat 
dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. 
Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional. 
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar 
negara.  
Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian 
yang disepakati antara negara-negara yang sering disebut traktat atau 
konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai 
kewajiban hukum.   
                                                          
2Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Ibid, hlm 29. 
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Dengan demikian, maka hukum humaniter internasional tidak saja 
meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian 
internasional,tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional 
yang terjadi dan diakui. 
Prinsip Pembedaan (distinction principle) merupakan suatu prinsip 
dalam Hukum Humaniter yang membedakan atau membagi penduduk 
dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam 
konflik bersenjata, ke dalam dua golongan besar, yakni kombat 
(combatant) dan penduduk sipil (civilians).3 
Kombat adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta 
dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan 
penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran. 
Di samping pembedaan secara subyek (yakni membedakan 
penduduk menjadi golongan kombat dan penduduk sipil), maka prinsip 
pembedaan ini membedakan pula objek-objek yang berada di suatu 
negara yang bersengketa menjadi dua kategori pula, yaitu objek-objek 
sipil (civilian objects) dan sasaran-sasaran militer (military objectives). 
Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh 
karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang 
bersengketa.   
                                                          
3Haryomataram III, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2005, hlm 73. 
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Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran 
militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-
ketentuan Hukum Humaniter.  
Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya 
meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, 
pesawat mliter atau kapal perang, akan tetapi yang termasuk sasaran 
militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer 
berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter. 
Jadi pada hakekatnya, membagi penduduk menjadi golongan 
penduduk sipil dan kombat pada waktu perang, bertujuan untuk 
memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut 
berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan, sekaligus 
dapat mempersiapkan angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan 
untuk menghadapi musuh. 
Sebagai contoh empiris dari teori di atas  yang  terjadi  dewasa ini 
adalah konflik bersenjata di Negara Suriah, yang kemudian penulis pilih 
sebagai judul untuk  penulisan  proposal  ini.  Adapun  posisi  kasusnya  
secara  garis  besar adalah sebagai berikut: 
Perang Sipil Suriah adalah konflik bersenjata yang terjadi di Suriah. 
Kerusuhan yang terjadi di Suriah, yang merupakan bagian dari 
gelombang besar protes yang terjadi akibat gerakan Musim Semi Arab 
pada tahun 2011, yang tumbuh dari ketidakpuasan rakyat terhadap 
19 
 
pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang represif dan menimbulkan 
banyak kemiskinan, dan berkembang menjadi konflik bersenjata setelah 
pemerintahan Presiden Bashar al-Assad menekan para pengunjuk rasa 
yang menuntut pengunduran dirinya dengan sangat keras. 
Konflik Bersenjata Suriah pada awalnya ialah konflik bersenjata 
yang bersifat non-internasional dikarenakan pada saat itu pihak-pihak 
yang terlibat ialah Pemerintah Suriah dan Oposisi Suriah. Dan kemudian 
berkembang menjadi konflik bersenjata bersifat internasional pada saat 
negara-negara lain ikut serta dalam konflik tersebut. 
Konflik bersenjata yang saat ini sedang berlangsung antara 
beberapa faksi yaitu: Pemerintah Suriah dan sekutu-sekutunya, 
termasuk Iran dan Rusia dan didukung oleh Tiongkok; Oposisi Suriah 
yang dipimpin oleh Pasukan Pembebasan Suriah dan sekutu-sekutunya, 
termasuk Arab Saudi, Prancis, Qatar, dan Amerika Serikat dan didukung 
oleh Turki; Pasukan Demokratik Suriah yang didominasi oleh Suku Kurdi 
dan sekutu-sekutunya, termasuk Irak Kurdi, Inggris, Belgia, Belanda, dan 
Yordania dan didukung oleh Kanada, Jerman, Denmark dan Uni Emirat 
Arab; dan Negara Islam Suriah dan Levant. 
Perbedaan pendapat yang sangat tajam antara rezim Suriah di 
bawah pemerintahan Presiden Bashar al-Asaad dengan faksi-faksi lain 
telah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah dan tragedi 
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kemanusiaan yang paling menyedihkan dalam sejarah Suriah sepanjang 
abad ke 21 ini.  
Akibatnya, 312.000 orang lebih terbunuh dalam perang sipil yang 
telah meletus sejak Maret 2011, dan lebih dari 90.000 dari mereka adalah 
warga sipil menurut kelompok pemantau observatorium Suriah untuk 
Hak Asasi Manusia pada Selasa (13/12/2016). Kelompok yang berbasis 
di Inggris itu mencatat 312.000 kematian sejak perang dimulai dengan 
pengunjuk rasa anti-pemerintahan, termasuk hampir 16.000 anak.4 Dan 
pada Selasa (04/04/2017) Rezim Suriah melakukan serangan kimia di 
kota Khan Seikhun, Provinsi Idlib dan mengakibatkan korban jiwa sekitar 
86 orang termasuk 30 anak-anak dan 20 wanita menurut kelompok 
pemantau observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.5  Dampak 
atas serangan kimia yang dilakukan oleh Rezim Suriah membuat 
Amerika Serikat bereaksi dengan menyerang Pangkalan Udara Suriah 
Al-Shayrat menggunakan 59 rudal Tomahawk yang mengakibatkan 
hancurnya 9 pesawat tempur Suriah dan korban jiwa pihak sipil sekitar 9 
orang termasuk 4 anak-anak yang merupakan warga yang tinggal 
disekitar Pangkalan Al-Shayrat.6 Dan sampai saat ini, perang sipil Suriah 
masih terus berlangsung dan belum nampak tanda-tanda akan berakhir. 
                                                          
4http://antaranews.com/berita/601515/korban-jiwa-akibat-perang-suriah-tambah-menjadi-
312000 diakses pada 16 Maret 2017 
5 https://news.detik.com/internasional/d-3466510/korban-jiwa-serangan-kimia-suriah-jadi-
86-orang-termasuk-30-anak diakses pada 12 April 2017 
6 https://news.detik.com/internasional/d-3468843/fakta-unik-pangkalan-udara-suriah-
yang-digempur-as diakses pada 13 April 2017 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter 
Internasional ? 
2. Apakah Prinsip Pembedaan dapat diterapkan dalam Konflik 
Bersenjata di Suriah ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana Prinsip Pembedaan menurut 
Hukum Humaniter Internasional. 
2. Untuk mengetahui apakah Prinsip Pembedaan dapat diterapkan 
dalam Konflik Bersenjata di Suriah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter 
Internasional. 
2. Mengetahui Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik 
Bersenjata di Suriah. 






A. Hukum Humaniter Internasional 
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional 
Hukum yang mengatur perang disebut Hukum Perang (laws of war, 
Kriegsrecht, Oologsrecht, dan sebagainya). Hukum Perang 
merupakan bagian dari Hukum Internasional dan dewasa ini sebagian 
merupakan hukum tertulis. Morris Greenspan berpendapat sebagai 
berikut:7 
“War, like most other field of human activity, today is regulated 
and contained by a body of laws”. 
 
Kunz berpendapat bahwa Hukum Perang itu merupakan bagian 
tertua dari Hukum Internasional dan yang pertama dikodifikasi; 
separuh dari Hukum Perang merupakan hukum tertulis. Bagian 
terbesar dari hukum perang yang tertulis ini terdapat dalam Keempat 
Konvensi Jenewa tahun 1949, yang keseluruhannya terdiri dari 427 
Pasal. Konvensi ini juga dikenal dengan nama Red Cross Conventions 
karena diprakasai oleh International Committee of the Red Cross 
(ICRC). 
                                                          
7 Haryomataram III, Ibid, hlm 5. 
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Ada beberapa sarjana yang mencoba menjelaskan pengertian 
Hukum Perang. Lauterpacht secara singkat mengatakan bahwa:8 
“Laws of war are the rules of the law of nations respecting 
warfare”. 
 
Definisi yang lebih panjang diberikan oleh Starke:9 
“The laws of war consist of the limits set by International Law 
within which the force required to overpower the enemy may be 
used, and the principles there under governing the treatment of 
individuals in the course of war and armed conflict”. 
 
Menurut Edward Kossoy: 
The term of armed conflict tends to replace, at least in all relevant 
legal formulations, the older motion of war on purely legal 
consideration the replacement of war by armed conflict seem 
more justified and logical.  
 
Berdasar pendapat dari Edward Kossoy, maka istilah atau uraian 
hukum perang mulai ditinggalkan dan diganti dengan istilah baru yakni 
laws of armed conflict. Pada 1971 diadakan suatu Conference of 
Goverment Expert on the Reaffirmation and Development of 
International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. 
Demikian pula pada 1974-1976 diadakan konferensi, yang nama 
resminya adalah Diplomatic Conference on the Reaffirmation and 
Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed 
Conflicts.  
                                                          




Dengan demikian, sebagai pengganti istilah dari law of Armed 
Conflict, muncullah istilah baru yang menunjukkan pengaruh asas 
humaniter dalam penyusunan hukum yang mengatur Armed Conflicts, 
yaitu International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts. 
Istilah ini rupanya agak panjang sehingga disingkat menjadi 
International Humanitarian Law, yang dalam bahasa Indonesia 
disebut Hukum Humaniter Internasional. Demikianlah telah dijelaskan 
sejarah berubahnya istilah laws of war menjadi laws of armed 
conflicts, dan akhirnya menjadi international humanitarian law. 
Istilah Hukum Humaniter merupakan istilah baru yang mulai dikenal 
di Indonesia pada akhir 70-an dan oleh karena itu tidak mengherankan 
apabila masih banyak orang yang belum mengetahui apa artinya. 
Dalam rangka lebih mengenalkan Hukum Humaniter dan sekaligus 
menyebarluaskan isinya, maka pada permulaan tahun 1980 
Pemerintah Indonesia, yang menjadi pihak pada konvensi-konvensi 
Jenewa 1949, merasa perlu untuk memenuhi kewajibannya untuk 
memperkenalkan isi Konvensi.  
Untuk kepentingan itu, dibentuklah suatu panitia tetap penerapan 
dan penelitian Hukum Humaniter yang mempunyai tugas antara lain : 
“merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan mengenai keseragaman 
penyebarluasan Hukum Internasional Humaniter melalui pendidikan 
dan penerangan”.10 
                                                          
10Haryomataram I, Hukum Humaniter, Jakarta: CV.Rajawali, 1984, hlm 27. 
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Prof. Mochtar Kusumaatmadja pun berpendapat mengenai definisi 
Hukum Humaniter dalam bukunya. Beliau mengemukakan: 
Humanitarian Law adalah sebagian dari hukum perang yang 
mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang 
berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur 
peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut 
cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang 
dilarang. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum atau 
Konvensi Jenewa identik atau sinonim dengan hukum atau 
konvensi humaniter sedangkan hukum perang atau konvensi-
konvensi Den Haag yang mengatur tentang cara berperang.11 
 
Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat 
berbagai rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter dari para 
ahli, dengan ruang lingkupnya. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai 
berikut: 
1. Menurut Jean Pictet dalam bukunya yang berjudul The Principles 
of International Humanitarian Law, beliau membagi International 
Humanitarian Law dalam dua golongan besar, yaitu:12 
a) Hukum Perang, yang dibagi menjadi: 
1) Hukum The Hague; 
2) Hukum Jenewa; 
b) Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights) 
Definisi Hukum Humaniter Internasional menurut Jean Pictet, yaitu: 
  
                                                          
11Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan 
Penerapannya di Indonesia, 1980, hlm. 5. 
12Haryomataram III, Op.Cit, hlm 10. 
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“International Humanitarian Law, in the wide sense, is   
constituted by legal provisions, whether written or customary, 
ensuring respect for the individual and his being well”.  
 
2. Geza Herzegh merumuskan hukum humaniter internasional 
sebagai berikut:13 
“Part of the rule of public international law which serves as  
the protection of individuals in time of armed conflict. Its  
place is beside the norm of warfare it is closely related to  
them but must be clearly distinguished from these, its purpose 
and spirit being different”. 
 
3. Esbjorn Rosenbland, merumuskan hukum humaniter 
internasional dengan mengadakan pembedaan antara: The Law 
of Armed Conflict, berhubungan dengan:14 
a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian; 
b. Pendudukan wilayah lawan; 
c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral; 
Sedangkan Law of Warfare, ini antara lain mencakup: 
1) Metode dan Sarana berperang; 
2) Status Kombat; 
3) Perlindungan yang sakit, tawanan perang, dan orang sipil. 
4. Mochtar Kusumaatmadja di dalam ceramahnya mengenai 
Hukum Internasional Humaniter 26 Maret 1981, beliau 
menjelaskan: 
                                                          
13Ibid, hlm 19. 
14Ibid, hlm 20-21. 
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Dari uraian diatas jelas bahwa yang dinamakan Humanitarian 
Law adalah sebagian dari hukum perang yang mengatur 
ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan 
dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu 
sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan 
perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang.15 
 
5. Dalam pengertian yang terbatas, maksud dari Hukum Humaniter 
Internasional (HHI), sebagaimana yang telah menjadi acuan dan 
rujukan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), adalah: 
Sekumpulan kaedah-kaedah internasional yang diambil dari 
berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional, yang 
secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul 
secara langsung sebagai akibat dari konflik bersenjata, baik 
yang bersifat internasional maupun non-internasional; untuk 
alasan-alasan kemanusiaan, peraturan-peraturan tersebut 
membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam 
hal pemilihan sarana dan metode berperang, serta 
memberikan perlindugan kepada orang-orang dan hak milik 
yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena 
dampak konflik.16 
 
Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebenarnya memiliki dua 
cabang: Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag 
mencakup sekumpulan kaedah-kaedah hukum yang ditetapkan oleh 
Konvensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907, yang mengatur hak 
dan kewajiban pihak-pihak yang berperang tentang perilaku pada 
waktu operasi militer.  
                                                          
15Ibid, hlm 21. 
16Al-Majallah al-Duwaliyyah lil-Shahib al-Ahmar, edisi 728 Maret-April 1981, hlm 79-86, 
dalam Abdul Ghani A. Hamid Mahmud, Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam 




Tujuan dari Konvensi Den Haag tersebut adalah membatasi 
pengaruh-pengaruh kekerasan dan tipu muslihat sehingga tidak 
melanggar batas-batas yang diperlukan dalam suatu operasi militer. 
Jika Hukum Den Haag lebih menitikberatkan pada pengukuhan 
kaedah-kaedah internasional berkaitan dengan penggunaan kekuatan 
militer, maka Hukum Jenewa lebih menekankan pada perlindungan, 
penghormatan dan perlakuan manusiawi terhadap personel militer 
yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran, demikian pula pada orang-
orang sipil yang tidak terlibat secara aktif dalam pertempuran.17 
2. Pengertian dan Jenis Konflik Bersenjata/Perang 
Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa 
bersenjata, yaitu sengketa bersenjata internasional dan sengketa 
bersenjata non-internasional. Pada perkembangan, pengertian 
sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I tahun 
1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, 
perjuangan melawan pendudukan asing dan perlawanan terhadap 
rezim  rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersengkata 
internasional. 
Perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik (dalam arti sempit, 
adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara 
dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di 
                                                          
17Ibid, hlm 3-4. 
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wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba di maknai 
sebagai pertikaian bersenjata.  
Di era modern ini, perang lebih mengarah pada superioritas 
teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan 
perangnya seperti “barang siapa yang menguasai teknologi maka 
menguasai dunia”. Namun, kata perang tidak lagi berperan sebagai 
kata kerja, tetapi telah bergeser pada kata sifat. Yang mempopulerkan 
hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun, pergeseran ini 
mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti 
“pertentangan”.18  
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perang diartikan sebagai 
permusuhan antara dua negara atau pertempuran antara dua 
pasukan.19 
Dalam kamus hukum20 perang berarti : 
a. Permusuhan antara 2 negara (bangsa, agama, suku, dan 
sebagainya) 
b. Pertempuran bersenjata antara 2 pasukan (tentara, laskar, 
pemberontak, dan sebagainya). 
                                                          
18“Perang” https://id.wikipedia.org/wiki/Perang diakses pada tanggal 16 Maret 2017 
19Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 
1990, hlm 668. 
20Sudarsono, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 352. 
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G.P.H. Djatikoesomo mendefinisikan perang sebagai sengketa 
dengan menggunakan kekerasan yang sering berbentuk kekuatan 
bersenjata.21 
Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan 
empat tahapan perkembangan sejarah perang, yaitu:22 
1) Perang yang dilakukan oleh binatang (by animals); 
2) Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (by primitive man); 
3) Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (by civilized 
man); 
4) Perang yang menggunakan teknologi modern (by using modern 
technology). 
Ia mendefinisikan perang sebagai suatu keadaan hukum yang 
secara seimbang memperbolehkan dua kelompok atau lebih yang 
saling bermusuhan melakukan suatu konflik dengan didukung oleh 
kekuatan senjata. 
“War will be considered the legal condition which equality permits 




                                                          
21Eddy O.S. Hiariej, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM, 
Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 25. 
22Fadillah Agus, (Pusat Studi Hukum Humaniter, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 




Kemudian Oppenheim-Lauterpacht mendefinisikan perang yaitu: 
“War is a contention between two or more States through their 
armed force, for the purpose of overpowering each other and 
imposing such conditions of peace as the victor pleases”.24 
 
Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang 
berdasarkan dua unsur, yaitu:25 
1) Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata disatu 
wilayah. 
2) Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi 
dan terorganisir. 
Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang 
kemudian diganti dengan sengketa bersenjata (armed conflict). 
Pengertian Konflik Bersenjata identik dengan pengertian perang 
yang merupakan perkembangan dari pengertian perang di dalam 
masyarakat internasional dan secara teknis intensitasnya sama 
dengan perang. Menurut seorang ahli Edward Kossoy, bahwa dilihat 
dari segi hukum, penggantian adalah more justified and logical.26 
                                                          
24Haryomataram II, Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang), Jakarta: Bumi 
Nusantara Jaya, 1988, hlm 19. 
25Fadillah Agus, Op.Cit, hlm 2-4. 
26Haryomataram II, Op.Cit, hlm 15. 
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Adapun pendapat beberapa pakar lain tentang pengertian konflik 
bersenjata antara lain:27 
 Menurut Jean Pictet: 
“The term of armed conflict has been used here in addition to the 
word “war” which its tending to supplant”. 
 
 Dapat dijelaskan bahwa tidak dapat ditemukan definisi resmi dari 
“armed conflict” oleh karena itu perlu dicari jalan lain untuk dapat 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan armed conflict.28 
Haryomataram membedakan antara sengketa bersenjata 
internasional (international armed conflict) dengan sengketa 
bersenjata non-internasional (non international armed conflict), dan 
secara garis besar, hanya ada dua bentuk konflik bersenjata yang 
diatur dalam Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan 
mengkaji Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. 
Pengertian konflik bersenjata internasional terjadi apabila melibatkan 
dua negara atau lebih.29 
Selanjutnya sengketa bersenjata internasional dinyatakan dalam 
ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 sebagai sengketa 
bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai 
                                                          
27Suardi, Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Ilmiah 
Santika, Vol. 2 No. 3 Juli 2005, hlm 291. 
28Ibid 
29Aryuni Yuliantiningsih, Perlindungan Terhadap Pengungsi Domestik Menurut Hukum 
Humaniter dan HAM, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm 21. 
33 
 
perang yang diumumkan apabila pernyataan perang tersebut tidak 
diakui oleh salah satu dari mereka.30 
“In addition to the provisions which shall be implemented in 
peace time, the present convention shall apply to all cases of 
declared war or of any other armed conflict which may arise 
between two or more of the high Contracting Parties, even if the 
state of war is not recognized by one of them”.31 
 
Pengertian International Armed Conflict dapat ditemukan juga pada 
commentary Konvensi Jenewa 1949, sebagai berikut: 
“Any difference arising between two states and leading to the 
armed forces is an armed conflict within the meaning of article 2, 
even if one of the Parties denies the existence of a state of war. 
It makes no difference how long the conflict lasts, or how much 
slaughter take place”.32 
 
Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata 
internasional diperluas dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 
menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional atau 
situasi yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional. 
Dalam hal ini, dimana peoples (suku bangsa) sedang bertempur 
melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan 
sistem pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi haknya untuk 
menentukan nasibnya sendiri.  
                                                          
30Ambarwati,  Denny Ramdhany, Rina Rusman, Op.Cit, hlm 56. 
31Pasal 2(1) Konvensi Jenewa 1949. 
32Haryomataram II, Op.Cit, hlm 15. 
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Sengketa ini biasa disebut dengan istilah War of National 
Liberation atau yang dikenal dengan istilah CAR Conflict (Conflict 
Against Racism Regime) ini adalah fighting against Colonial 
Domination; Alien Occupation; and Against Rasict Regime, 
sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Protokol Tambahan I Tahun 1977. 
Untuk istilah Non-International Armed Conflict dapat dilihat dalam 
Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang menentukan aturan-aturan 
Hukum Humaniter Internasional dan kewajiban para pihak yang 
berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak 
bersifat internasional. Namun pasal tersebut tidak memberikan kriteria 
atau definisi sengketa bersenjata non-internasional.  
Kriteria tentang konflik bersenjata non-internasional dimuat dalam 
Protokol Tambahan II 1977 tentang Perlindungan Korban Sengketa 
Bersenjata Non-Internasional.33 
Pada alinea pertama dari Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dikatakan 
bahwa: 
Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional 
yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta 
agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk 
melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan. 
                                                          
33Ibid, hlm 60. 
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Dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa Pasal 3 tersebut hanya 
mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konflik 
yang tidak bersifat internasional. 
Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 1 dan 2 Protokol Tambahan II 1977 
disebutkan bahwa: 
1) “Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 
yang umum dikenal dalam Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 
1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua sengketa 
bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1 Protokol Tambahan 
pada Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan yang 
berhubungan dengan perlindungan korban-korban sengketa-
sengketa bersenjata internasional (Protokol I) dan yang 
berlangsung dari wilayah satu pihak peserta agung antara 
angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau 
kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang 
terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab 
melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya 
sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-
operasi militer secara terus menerus (sustained) dan yang 
teratur baik (concerted) dan memungkinkan mereka 
melaksanakan Protokol ini”. 
2) “Protokol ini tidak boleh berlaku pada situasi-situasi kekacauan 
dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, 
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tindakan-tindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi disana 
sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang 
tidak merupakan sengketa bersenjata”. 
Dalam Protokol II tersebut di atas tidak terdapat definisi atau 
batasan dari konflik bersenjata non-internasional. Yang ada adalah 
kriteria yang harus dipenuhi agar suatu konflik bersenjata dapat 
digolongkan non-international armed conflict. 
Adapun kriteria-kriteria untuk suatu konflik bersenjata non-
internasional yang tercantum dalam Pasal 1 Protokol II diatas, yaitu: 
1) Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung, 
2) Pertikaian terjadi antara Angkatan Bersenjata Pihak Peserta 
Agung dengan kekuasaan bersenjata yang memberontak 
(dissident), 
3) Kekuatan bersenjata yang memberontak harus di bawah 
komando yang bertanggung jawab, 
4) Telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan 
demikian, 
5) Kekuatan bersenjata tersebut dapat melaksanakan operasi-
operasi militer secara berlanjut dan, 
6) Dapat melaksanakan Protokol ini.34 
                                                          
34Ibid, hlm 23. 
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Dalam perjanjian yang disebut di atas, aturan Hukum Humaniter 
Internasional yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat 
langsung berlaku pada setiap sengketa bersenjata yang tidak bersifat 
internasional. Adapun aturan dalam Protokol II baru mengikat negara 
apabila pihak pemberontak telah memenuhi kriteria tertentu. 
Hans-Peter Gasser memberikan batasan bahwa: 
“Non-International Armed Conflict are armed confrontations that 
take place within the teritory of a State, that is between the 
goverment on the one hand and armed insurgent groups on the 
other hand. The members of such groups whether described as 
insurgent, rebels, revolutionaries, secessionists, freedom 
fighters, terrorist, or by similar names are fighting to take over the 
reigns of power, or to obtain greater autonomy within the State, 
or in order to secede and create their own State”. 
 
Non-International Armed Confict dapat dilihat dari status hukum 
para pihak bersengketa.  
Dalam international armed conflict, kedua pihak memiliki status 
hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedangkan 
dalam non-international armed conflict, status kedua pihak tidak sama, 
dikarenakan pihak yang satu ialah negara dan pihak yang lainnya 
adalah satuan bukan negara (non-state entity). 
3. Sumber Hukum Humaniter Internasional 
Hukum humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian 
internasional, biasanya bersifat multirateral, dalam berbagai bentuk, 
seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya.  
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Mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian tersebut, maka yang 
akan dikemukakan di sini adalah sumber utama. Sumber utama 
hukum humaniter adalah sebagai berikut: 
a. Konvensi – Konvensi Den Haag35 
Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang 
mengatur cara dan alat berperang. Hukum Den Haag bersumber  
dari hasil-hasil Konferensi Perdamaian I yang diadakan pada tahun 
1899 di Den Haag dan Konferensi Perdamaian II yang diadakan 
pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan 
sebutan “Hukum Den Haag”. Prinsip atau dalil pertama yang 
terdapat dalam hukum tersebut berbunyi sebagai berikut; 
“The right of belligerents to adept means of injuring the enemy is 
not unlimited”. (Hak dari pihak yang berperang adalah untuk 
mengadopsi cara melukai musuh yang terbatas). Ini berarti bahwa 
ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang untuk 
dipakai atau digunakan. 
Prinsip kedua yang penting terdapat dalam Hukum Den Haag 
adalah apa yang lazim disebut “Martens Clause”, yang terdapat 
dalam Prambule Konvensi Den Haag. 
Adapun konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh Konferensi Den 
Haag 1907 adalah sebagai berikut: 
                                                          
35Haryomataram III, Op.Cit., hlm 45-47. 
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1) Konvensi I tentang Penyeselesaian Damai Persengketaan 
Internasional; 
2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam 
Menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian 
Perdata; 
3) Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan; 
4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat 
yang dilengkapi dengan Regulasi (Peraturan) Den Haag; 
5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang-
Orang Netral dalam Perang di Darat; 
6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat 
Permulaan Peperangan; 
7) Konvensi VII tentang Pengubahan Kapal Dagang menjadi 
Kapal Perang; 
8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam 
Laut; 
9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu 
Perang; 
10) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa 
tentang Perang di Laut; 
11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap 
Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang di Laut; 
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12) Konvensi XII tentang Pembentukan suatu Mahkamah 
Internasional tentang Penyitaan Contraband Perang (Barang 
Selundupan untuk Kepentingan Perang); 
13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral 
dalam Perang di Laut; 
14) Dan satu deklarasi adalah Declaration XIV Prohibiliting the 




b. Konvensi – Konvensi Jenewa 194936 
Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dikenal dengan nama Hukum 
Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, 
terdiri atas beberapa perjanjian pokok yaitu empat konvensi-
konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah: 
1) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan 
Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan 
Pertempuran Darat (Geneva Convention for the Ameliorations 
of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field); 
2) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan 
Anggota Angkatan Perang di Laut Yang Luka, Sakit dan 
Korban Karam (Geneva Convention for the Ameliorations of 
the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea); 
3) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap 
Tawanan Perang (Geneva Convention Relative to the 
Treatment of Prisoners of War); 
4) Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-
Orang Sipil di Waktu Perang (Geneva Convention Relative to 
the Protection of Civilian Persons in Time of War); 
                                                          
36Ibid, hlm 48-50. 
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Ada beberapa hal penting dalam Konvensi Jenewa ini yang 
secara singkat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Konvensi Jenewa 1949 selain mengatur perang yang bersifat 
internasional, juga mengatur konflik bersenjata yang bersifat 
non-internasional. 
2) Di dalam konvensi tersebut, terdapat apa yang disebut 
ketentuan-ketentuan yang berlaku utama (Common Articles) 
yaitu ketentuan-ketentuan yang dianggap sangat penting 
sehingga dicantumkan dalam ke empat buku dalam 
perumusan yang sama. 
Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 
1977 dilengkapi dengan dua Protokol Tambahan, yakni: 
1) Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang 
Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata 
Internasional (Protocol Additional to the Geneva Convention 
of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims 
of International Armed Conflict), yang selanjutnya disebut 
Protokol I; dan 
2) Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang 
Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata 
Non-Internasional (Protocol Additional to the Geneva 
Convention of 12 August 1949, And Relating to the 
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Protections of Victims of Non-International Armed Conflict), 
yang selanjutnya disebut Protokol II. 
c. Protokol Tambahan 197737 
Protokol Tambahan ini “menambah” – “menyempurnakan” isi 
dari Konvensi Jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-
prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa masih tetap berlaku. 
Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku, yaitu: 
a. Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang 
bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antar 
negara. 
b. Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang 
sifatnya non-internasional, yaitu perang/konflik bersenjata 
yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung antara 
pasukannya dengan pasukan pembangkang atau 
pemberontak. Protokol Tambahan II ini menambah isi/ruang 
lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa. 
Protokol Tambahan 1977 memuat beberapa ketentuan yang 
penting/baru, antara lain: 
a. Memuat definisi beberapa pengertian penting, yang belum 
tedapat dalam peraturan sebelumnya, seperti: 
  
                                                          
37Ibid, hlm 49-51. 
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1. Kombat (Combatant); 
2. Penduduk Sipil (Civilian Population); 
3. Sasaran Militer (Military Objects); 
4. Sasaran Sipil (Civilian Objects); 
b. Memuat hal-hal baru, seperti: 
1. Definisi/Pengertian Civil Defence (Pertahanan Sipil); 
2. Definisi/Pengertian Mercenaries (Tentara Bayaran); 
3. War of National Liberation (Perang Pembebasan Nasional); 
4. Ketentuan mengenai tugas komandan; 
c. Terbentuknya International Fact Finding Commission (Komisi 
Pencari Fakta Internasional), kewenangan dari komisi ini 
adalah: 
1) Menyelidiki fakta-fakta yang dianggap sebagai 
pelanggaran berat (grave breaches) atau pelanggaran-
pelanggaran serius lain; 
2) Membantu dengan jalan memberikan jasa-jasa baik, 
mengembalikan sikap menghormati konvensi dan protokol 
ini. 
Pada waktu meratifikasi protokol ini, suatu negara dapat 
membuat pernyataan bahwa negara tersebut mengakui 
kewenangan komisi ini untuk menyelidiki tuduhan (adanya suatu 
pelanggaran) yang dilakukan oleh salah satu pihak.   
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Jadi pihak peserta agung yang tidak membuat deklarasi tidak 
mengakui kewenangan komisi ini. 
Pada Protokol Tambahan 1977 ini juga mengatur mengenai 
lambang. Sebagaimana diatur dalam Protokol ini, negara-negara 
telah setuju tentang adanya lambang pelindung yang baru selain 
lambang palang merah  (“red cross”) dan bulan sabit merah (“red 
crescent”). Lambang yang ketiga ialah berlian merah ( “red 
diamond”). 
4. Tujuan Hukum Humaniter Internasional 
Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, 
karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan 
suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter 
mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih 
memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. 
Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah 
untuk memanusiawikan perang.38 
Menurut KGPH. Haryomataram, tujuan utama hukum humaniter 
yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang 
menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara 
nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombat/combatant) 
                                                          




maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk 
sipil/civilians).39 
Adapun tujuan hukum humaniter dalam berbagai kepustakaan 
yaitu: memberikan perlindungan terhadap kombat maupun penduduk 
sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering); 
menjamin HAM yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke 
tangan musuh; mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa 
mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas 
perikemanusiaan.40 
Berdasar penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum 
humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur 
perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara 
berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang. 
5. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Humaniter Internasional 
Prinsip-Prinsip hukum humaniter yang digunakan dalam konflik 
bersenjata, yaitu: 
a) Asas Kepentingan Militer (Military Necessity) 
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa 
dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan 
demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. 
                                                          
39Haryomataram III, Op.Cit., hlm 3. 
40Andrey Sudajmoko, Op.Cit., hlm 2. 
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Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering 
pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan 
(limitation principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally 
principle). 
1. Prinsip Pembatasan (Limitation Principle) 
Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang 
menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat 
serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak 
yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan 
racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan 
peluru dum-dum, atau larangan mengunakan proyektil yang 
dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous 
injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary 
suffering). 
2. Prinsip Proporsionalitas (Proportionally Principle) 
Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa 
kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-
objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan 
dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang 
nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat 
dilakukannya serangan terhadap sasaran militer. Perlu 





b) Asas Perikemanusiaan (Humanity) 
Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa 
diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana 
mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat 
menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak 
perlu.  
c) Asas Kesatriaan (Chivalry) 
Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran 
harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, 
berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat 
khianat dilarang. Dalam penerapannya, ketiga asas tersebut 
dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana yang dikatakan 
oleh Joseph Kunz: 
“Law of War, to be accepted and to be applied in practice, 
must strike the correct balance between, on the one hand 
the principle of humanity and chivalry, and on the other 
hand, military interest”.  
Disamping prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, ada juga 
prinsip yang penting dalam hukum humaniter, yaitu prinsip 
pembedaan (distinction principle). Prinsip pembedaan ini adalah 
prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta 
secara langsung dalam pertempuran (kombat) suatu pihak, dan 
kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam 
pertempuran (penduduk sipil). 
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B. Prinsip Pembedaan 
1. Pengertian Prinsip Pembedaan 
Semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus 
membedakan antara peserta tempur (kombat) dengan orang sipil 
(penduduk sipil). 
Tujuan dari prinsip pembedaan ini adalah untuk melindungi warga 
sipil. Adapun kewajiban kombat untuk membedakan dirinya dari orang 
sipil juga berkaitan dengan identifikasi kombat sebagai orang yang 
berhak untuk ikut serta dalam pertempuran. 
Oleh karena itu, setiap kombat yang telah melakukan serangan 
terhadap kombat musuh atau ojek-objek militer musuh tidak dapat 
dikenakan sanksi hukum. Berbeda halnya dengan situasi sengketa 
bersenjata non-internasional, Hukum Humaniter Internasional tidak 
menetapkan konsep kombat secara eksplisit. Dalam hal ini, negara 
tidak ingin memberikan hak kepada warganya untuk bertempur 
melawan angkatan bersenjata pemerintah.41 
Menurut Prof. KGPH. Haryomataram, salah satu asas yang 
melandasi hukum perang adalah distinction principle (prinsip 
pembedaan). 
                                                          
41Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Op.Cit., hlm 45-46. 
50 
 
Dengan adanya prinsip pembedaan ini, warga negara atau 
penduduk negara yang sedang melakukan pertikaian bersenjata 
dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan kombat dan 
penduduk sipil. 
Masing-masing golongan mempunyai hak dan kewajiban. Kombat 
berhak secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan apabila jatuh 
di tangan lawan, ia berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan 
perang. Ia diwajibkan untuk melindungi penduduk sipil. Penduduk sipil 
tidak boleh secara aktif turut dalam permusuhan dan oleh karena itu 
berhak mendapatkan perlindungan. 
 
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Pembedaan 
Adapun beberapa sanksi terhadap pelanggaran distinction principle 
ialah sebagai berikut: 
1. Protes (Complaints) 
Tidak jarang terjadi bahwa para kombat pasukan yang saling 
berhadapan saling mengajukan protes karena menganggap pihak 
lawan melakukan suatu pelanggaran. 
Apabila terjadi pelanggaran yang cukup berat, pihak yang 
dirugikan dapat mengajukan protes (complaints) melalui suatu 
negara netral dengan maksud: 
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a. Agar negara netral tersebut dapat memberikan jasa-jasa 
baiknya atau dapat melakukan mediasi; 
b. Sekedar menyampaikan fakta (facts) atau pelanggaran 
untuk diketahui; 
c. Untuk mempengaruhi pendapat umum. 
Protes (Complaints) ini juga dapat disampaikan kepada 
negara pelindung (protecting power). Di dalam Artikel 11 
Konvensi Jenewa I diatur cara untuk melakukan konsiliasi. 
Selain itu, di dalam Artikel 52 Konvensi Jenewa I diatur enquiry 
procedure, yang mengatur cara yang harus ditempuh apabila 
terjadi pelanggaran terhadap konvensi.42 
2. Penyanderaan (Hostages) 
Penyanderaan merupakan suatu upaya untuk menjamin 
berlangsungnya suatu legitimate warfare sering dilakukan pada 
masa lampau. 
Dengan adanya Konvensi Jenewa 1949, semua bentuk 
penyanderaan dilarang. Artikel 3 (1) Konvensi I berbunyi sebagai 
berikut: 
Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang 
dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-
orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apa pun 
juga (a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama 
setiap macam pembunuhan, pengudungan (multilation), 
perlakuan kejam dan penganiyaan; (b) penyanderaan dan 
seterusnya. 
                                                          




Selanjutnya dalam Artikel 34 Konvensi Jenewa IV 
(Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang) dinyatakan bahwa 
penangkapan orang untuk dijadikan sandera dilarang. Selain itu, 
di dalam Artikel 147 terdapat larangan untuk melakukan 
penyanderaan. Di dalam artikel tersebut penyanderaan 
termasuk salah satu pelanggaran berat (grave breach).43 
3. Pembayaran Kompensasi 
Ketentuan mengenai kompensasi ini dapat ditemukan dalam 
Konvensi Den Haag IV 1907, Artikel 3 yang mencakup dua macam 
ketentuan, yaitu: 
a. Bahwa pihak berperang yang melanggar Konvensi Den 
Haag IV harus membayar kompensasi; 
b. Bahwa pihak berperang bertanggung jawab atas semua 
perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan 
bersenjatanya.44 
4. Reprisal 
Reprisal adalah upaya paksa untuk memperoleh jaminan ganti 
rugi, akan tetapi terbatas pada penahanan orang dan benda. 
Reprisal merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu 
negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan 
                                                          
43Ibid, hlm 99. 
44Ibid, hlm 100. 
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sengketa yang timbul oleh karena negara yang dikenai reprisal 
telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. 
Mengenai reprisal ini perlu diperhatikan beberapa ketentuan 
berikut ini: 
a. Reprisal hanya boleh dilakukan apabila sarana-sarana lain 
sudah tidak ada lagi. 
b. Reprisal tidak pernah dilancarkan hanya sebagai pembalasan 
saja. Reprisal hanya dilakukan sebagai “unavailable last 
resort” untuk mencegah lawan melakukan (lagi) tindakan yang 
bertentangan dengan hukum perang. 
c. Reprisal yang dilakukan tidak perlu sama dengan tindakan 
yang dilakukan oleh lawan dan dianggap bertentangan 
dengan hukum. 
d. Reprisal tidak boleh berlebihan (excessive) atau melebihi 
kekerasan yang dilakukan oleh lawan. 
e. Reprisal harus diperintahkan oleh seorang komandan yang 
diberi kewenangan untuk itu. 
f. Reprisal Against, dilarang. 
Di samping penjelasan yang telah diuraikan di atas, masih ada 
beberapa artikel dari Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan 
dengan reprisal yang perlu diperhatikan. 
Dalam Artikel 13 Konvensi Jenewa III dinyatakan bahwa 
tindakan reprisal terhadap tawanan perang, dilarang.  
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Demikian pula menurut Artikel 46 Konvensi Jenewa I, reprisal 
dilarang dilakukan terhadap yang luka, sakit, dan pegawai. 
Artikel 47 Konvensi Jenewa II melarang reprisal terhadap 
yang luka, sakit, dan korban karam.  
Dan akhirnya, dalam Artikel 33 Konvensi Jenewa IV 
ditentukan bahwa tindakan pembalasan terhadap orang-orang 
yang dilindungi dan harta miliknya dilarang.45 
 
C. Tinjauan Konflik Bersenjata Suriah 
Salah satu konflik kontemporer yang menjadi perhatian global saat 
ini yaitu meletusnya konflik di Syiria (baca: Suriah). Konflik yang terjadi 
pada tahun 2011 ini telah menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang 
menelan jutaan korban jiwa.  
Protes dimulai pada tanggal 15 Maret 2011, ketika pengunjuk rasa 
berbaris di ibukota Damaskus, menuntut reformasi dan pembebasan 
tahanan politik. Pasukan keamanan membalas dengan menembaki 
pengunjuk rasa, dan menurut saksi yang berbicara kepada BBC, 
pasukan pemerintah juga menahan enam pengunjuk rasa.  
Protes dipicu oleh penahanan sejumlah pemuda oleh pemerintah 
dikarenakan menulis grafiti,”Orang-orang ingin jatuhnya pemerintahan” 
di kota Daraa. 
                                                          
45Ibid, hlm 101-103. 
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Pada tanggal 20 Maret, pengunjuk rasa membakar kantor partai 
Baath dan bangunan lainnya. Bentrokan tersebut merenggut nyawa 7 
polisi dan 15 pengunjuk rasa. 
Hingga 7 April, tuntutan pengunjuk rasa masih didominasi oleh 
reformasi demokratis, pembebasan tahanan politik, peningkatan 
kebebasan berekspresi, penghapusan hukum darurat dan penghapusan 
korupsi.  
Setelah 8 April, tuntutan dalam slogan-slogan pengunjuk rasa 
beralih ke tuntutan untuk menggulingkan pemerintahan Assad. Protes 
menyebar, dan pada hari Jumat 8 April, protes terjadi secara serentak di 
10 kota. Jumat 22 April, protes telah terjadi di 20 kota.  
Dan pada akhir Mei 2011, 1.000 warga sipil dan 150 tentara serta 
polisi telah tewas serta ribuan warga sipil ditahan, diantara yang 
ditangkap adalah kebanyakan mahasiswa, aktivis liberal dan pembela 
hak asasi manusia. 
Pemberontakan bersenjata yang signifikan terhadap pemerintahan 
Assad dimulai pada tanggal 4 Juni 2011 di Jisr al-Shugur. Laporan yang 
belum diverifikasi mengklaim bahwa sebagian dari pasukan keamanan 
di Jisr membelot setelah polisi dan intelijen rahasia dieksekusi oleh 
tentara dikarenakan menolak untuk menembaki warga sipil.  
Kemudian, makin banyak pengunjuk rasa yang mengangkat 
senjata serta makin banyaknya pasukan keamanan yang membelot 
untuk melindungi pengunjuk rasa. 
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Pada tanggal 31 Juli 2011,  terjadi tragedi penumpasan nasional 
yang dijuluki “Pembantaian Ramadhan” yang mengakibatkan kematian 
sedikitnya 142 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Sepanjang Agustus, 
pasukan pemerintah menyerbu pusat-pusat kota besar dan daerah-
daerah terpencil dengan sasaran yaitu para pengunjuk rasa.  
Pada tanggal 14 Agustus, terjadi Pengepungan Latakia yang dalam 
prosesnya Angkatan Laut Suriah ikut terlibat dalam tindakan kekerasan 
militer untuk pertama kalinya. Kapal perang menembakkan senjata berat 
ke distrik pinggir pantai Latakia, dan di saat bersamaan pasukan darat 
dan agen keamanan yang didukung oleh kendaraan lapis baja menyerbu 
beberapa pemukiman.  
Perayaan Idul Fitri yang dirayakan pada akhir Agustus dihentikan 
setelah pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa yang berkumpul 
di Homs, Daraa, dan pinggiran kota Damaskus. 
Pada tanggal 29 September 2011, 7 perwira dari Angkatan 
Bersenjata Suriah membentuk Tentara Pembebasan Suriah (FSA/Free 
Syrian Army) yang awalnya terdiri dari para perwira militer beserta 
pasukan keamanan Suriah yang membelot, dengan tujuan untuk 
“menurunkan pemerintahan ini (pemerintahan Assad)” kemudian 
bergabung dengan pasukan oposisi. Pada September 2011, 
pemberontak Suriah terlibat dalam pemberontakan yang terjadi di 
sebagian besar wilayah Suriah. Sebuah konfrontasi besar terjadi antara 
FSA dengan Angkatan Bersenjata Suriah di al-Rastaan.  
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Sejak 27 September – 1 Oktober, pasukan pemerintah Suriah yang 
didukung oleh Tank dan Helikopter, melancarkan serangan di kota Al-
Rastaan di Provinsi Homs, untuk mengusir tentara pembelot. 
Pertempuran Rastaan merupakan pertempuran yang intens dan terlama 
pada saat itu. 
Seminggu kemudian, FSA terpaksa untuk mundur dari Rastaan dan 
untuk menghindari pasukan pemerintah, Komandan FSA Kolonel Riad 
Assad, mundur ke Turki. Dan banyak dari para pemberontak yang 
melarikan diri ke kota-kota yang dekat dari Homs. 
Konflik Bersenjata Suriah yang dimulai sejak tanggal 15 Maret 2011 
dan telah berlangsung selama 6 tahun dan 3 hari ini, belum menunjukkan 
tanda-tanda akan berakhir walaupun negara-negara pendukung tiap 
faksi dan persatuan bangsa-bangsa telah berulang kali mengusulkan 
gencatan senjata dan dan pembicaraan damai. 
Adapun jumlah korban jiwa yang diakibatkan konflik bersenjata ini 
berjumlah sekitar 321,358-451,358 menurut perkiraan dari kelompok 
pemantau observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) pada 
bulan Maret 2017 dan sekitar 470,000 menurut perkiraan dari Pusat 




Selain itu, lebih dari 7.600.000 yang terlantar menurut perkiraan 
dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi pada bulan Juli 2015 dan 
lebih dari 4.000.000 yang menjadi pengungsi menurut perkiraan dari 
Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi pada bulan Juli 2015.46 
Konflik ini menjadi salah satu isu kontemporer yang selalu dikaitkan 
dengan persoalan perdamaian dunia. Menjadi lebih kompleks, sebab 
yang terjadi belakangan ini ialah terlibatnya beberapa aktor-aktor baru 
yang turut memperkeruh situasi konflik yang terjadi di Suriah.  
Kejadian terbaru terjadi ketika rezim mengeluarkan pernyataan 
terkait pembebasan kota Aleppo yang sebelumnya dikuasai oleh pihak 
milisi oposisi (istilah rezim: pemberontak), banyak viral yang 
sesungguhnya menunjukkan terjadinya fenomena tragedi kemanusiaan, 
pelanggaran-pelanggaran yang termuat dalam klasifikasi kejahatan 
perang tak bisa dipungkiri mengundang simpati masyarakat 
internasional.  
Warga-warga sipil menjadi korban langsung dari situasi konflik yang 
berlangsung selama enam tahun ini. Ada banyak perspektif yang dapat 
dikemukakan mengenai lahirnya konflik Suriah. Telah disebutkan pada 
pembahasan sebelumnya bahwa pecahnya sebuah konflik selalu 
melibatkan alasan-alasan yang sangat multidimensional, diantaranya 
melibatkan berbagai macam faktor dan kepentingan.  
                                                          
46 “Perang Saudara Suriah” https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Saudara_Suriah diakses 
pada tanggal 16 Maret 2017 
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Hal ini pula yang juga turut menjelaskan terlibatnya berbagai 
macam entitas dalam konflik yang sesungguhnya bersifat internal 
(perang saudara) di Suriah ini. Sehingga penyebutan istilah perang 
saudara mulai menjadi terlihat bias untuk situasi yang terjadi di Suriah 
saat ini. Secara global, penyebab konflik yang terjadi di Suriah dapat 
dipetakan menjadi dua hal :  
1. Masalah internal, yakni berupa beragamnya isu-isu terkait 
ketimpangan ekonomi, terbatasnya pergerakan/mobilitas sosial 
dan politik, maraknya praktek korupsi, dan sikap represif aparat 
keamanan. Apalagi rezim Assad dianggap semakin mirip 
dengan tipikal tirani setelah 40 tahun menjabat sebagai 
Presiden Suriah.  
2. Masalah eksternal, tidak dapat dipungkiri berbagai macam faktor 
eksternal turut mempengaruhi meletusnya konflik di Suriah. 
Fakta bahwa terjadi fragmentasi politik di antara negaranegara 
Timur Tengah secara tidak langsung menciptakan dimensi 
sendiri. Kepentingan adikuasa untuk menyebarkan 
hegemoninya serta menentang penguasa yang berseberangan 
ideology dengannya juga turut menjelaskan hubungan para aktor 








A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilengkapi 
dengan data-data empiris yang diperlukan untuk melengkapi skripsi ini. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih tempat penelitian, 
yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
 
C. Jenis Bahan dan Sumber Data 
Jenis bahan yang diperoleh, yaitu: 
1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, hasil 
penelitian jurnal ilmiah, konvensi-konvensi internasional, bahan-
bahan dokumentasi, dan data-data lain yang diperoleh secara 
langsung (hard copy) maupun yang diperoleh dari hasil pencarian 
melalui internet (soft copy) yang terkait dengan Hukum Humaniter 





 Adapun sumber bahan yang akan menjadi sumber informasi 
yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 
adalah: 
a. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
b. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul 
skripsi ini. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau 
pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari buku-buku, 
hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber informasi lainnya 
seperti data-data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet 
yang relevan 
E. Analisis Data 
Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan bahan–bahan 
yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lain. Data yang 
diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif 
secara deduksi logis. Hasil akhirnya akan dipaparkan untuk 






A. Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional 
Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional ialah 
suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari 
suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik 
bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatan) dan 
penduduk sipil (civilian). 
Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta 
dalam permusuhan (hostilities), sedangkan penduduk sipil adalah 
golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. 
Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana 
yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak 
boleh dijadikan obyek kekerasan. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini 
memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan, 
yaitu: 
a. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus bisa 
membedakan antara kombatan dan penduduk sipil untuk 
memyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil. 
b. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan 
walaupun untuk membalas serangan (reprisal). 
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c. Tindakan maupun ancaman yang bertujuan untuk 
menyebarkan terror terhadap penduduk sipil dilarang. 
d. Pihak yang bersengketa harus mengambil langkah 
pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan 
penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau 
kerusakan yang tidak disengaja menjadi kecil. 
e. Rule of Engagement (ROE). 
Ketentuan tentang prinsip pembedaan ini mula-mula diatur dalam 
Konvensi Den Haag 1907, kemudian diubah dan disempurnakan 
dalam Konvensi Jenewa 1949, dan terakhir diubah lagi dalam Protokol 
Tambahan 1977. 
1. Prinsip Pembedaan Menurut Konvensi Den Haag 1907 
Menurut Konvensi Den Haag IV 1907, kombat terdiri dari anggota 
angkatan bersenjata dan juga kelompok-kelompok lain seperti milisi 
dan juga korps sukarela (volunteer corps) yang memenuhi syarat 
berikut: 
1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas 
bawahannya; 
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat 
dari jauh; 
3. Membawa senjata secara terbuka; 
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4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan 
perang. 
Selain itu, dalam golongan ini dimasukkan pula levee en masse, 
hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman dari perang yang lalu. 
Adapun persyaratan dari levee en masse ialah: 
1. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki; 
2. Secara spontan mengangkat senjata; 
3. Tidak ada waktu untuk mengatur diri; 
4. Mengindahkan hukum perang; 
5. Membawa senjata secara terbuka; 
Selain itu, dalam konvensi ini juga menyatakan bahwa angkatan 
bersenjata dari pihak berperang dapat terdiri dari kombat dan non-
kombat. Apabila tertangkap oleh musuh, kedua-duanya harus 
diperlakukan sebagai tawanan perang. 
Perlu dicatat bahwa non-kombat yang dimaksudkan dalam 
konvensi tersebut bukanlah penduduk sipil, tetapi bagian dari 
angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur. 
Berdasar hal-hal tersebut, maka menurut Konvensi Den Haag IV 





1. Tentara (Armies); 
2. Milisi dan Korp Sukarela (Volunteer Corps) (Apabila memenuhi 
persyaratan); 
3. levee en masse (Dengan memenuhi persyaratan tertentu). 
Salah satu pasal dari Konvensi Den Haag IV 1907 yang perlu 
diperhatikan ialah Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan 
yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV, maupun yang terdapat 
dalam konvensi ini, tidak berlaku mengikat (apply) selain semua pihak-
pihak penanda tangan, dan hanya apabila semua pihak berperang 
adalah pihak dalam konvensi ini. 
Dengan adanya ketentuan tersebut, konvensi tidak berlaku apabila 
dalam suatu perang ada satu pihak berperang saja yang tidak 
meratifikasi konvensi tersebut.47 
2. Prinsip Pembedaan Menurut Konvensi Jenewa 1949 
Adapun menurut Konvensi Jenewa I - II 1949 dalam Artikel 13 
Konvensi ialah sebagai berikut: 
1. Anggota angkatan bersenjata dari pihak bertikai, dan anggota 
milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan 
bersenjata; 
                                                          
47Haryomataram III, Op.Cit., hlm 76-78 
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2. Anggota dari milisi lain dan korps sukarela lain, termasuk 
gerakan perlawanan yang teratur (organized resistance 
movement) yang menjadi bagian dari pihak bertikai dan 
beroperasi, baik di dalam maupun di luar wilayah mereka, 
sekalipun wilayah tersebut telah diduduki, selama mereka 
semua memenuhi syarat-syarat, yaitu: 
a. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahan; 
b. Mempunyai tanda tertentu yang tampak dari jauh; 
c. Membawa senjata secara terbuka; 
d. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum perang. 
3. Anggota angkatan bersenjata yang menyatakan kesetiaannya 
kepada suatu pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh 
negara penahan; 
4. Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi bukan 
menjadi bagian daripadanya, seperti anggota sipil dari awak 
pesawat terbang militer, wartawan perang, kontraktor suplai, 
anggota dari kesatuan pekerja yang bertanggung jawab atas 
kesejahteraan angkatan bersenjata, mereka semua harus 
mendapat izin dari angkatan bersenjata yang diikuti; 
5. Anak awak dari kapal dagang (merchant marine) dan awak 
pesawat terbang sipil dari pihak yang bertikai, yang tidak 
menikmati perlakuan yang lebih baik berdasarkan ketentuan 
hukum internasional yang lain; 
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6. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki, yang mengangkat 
senjata secara spontan pada waktu musuh mendekat, untuk 
melawan pasukan penyerbu, sedangkan tidak ada waktu untuk 
mengatur diri dalam kesatuan bersenjata yang diatur (regular 
armed units) asalkan mereka membawa senjata secara terbuka 
dan mengindahkan hukum kebiasaan perang. 
Selain itu, menurut Artikel 4 Konvensi Jenewa III 1949 yang juga 
diperlakukan sebagai tawanan perang ialah: 
1. Orang-orang yang termasuk, atau pernah termasuk angkatan 
bersenjata dari negara yang telah diduduki apabila negara yang 
menduduki menganggap perlu untuk melawan mereka; 
2. Orang-orang yang termasuk – tergolong salah satu kategori 
yang disebut dalam konvensi ini, yang telah diterima oleh negara 
netral atau negara non-belligerent di wilayah mereka, dan di 
mana negara-negara tersebut menganggap perlu untuk 
menawan mereka berdasarkan hukum internasional. 
Dalam Artikel 13 maupun Artikel 4 tidak terdapat istilah kombat. 
Istilah yang terdapat dalam Artikel 13 adalah golongan-golongan yang 
mendapat perlindungan yang diatur dalam Konvensi I ataupun II, 
sedangkan Artikel 4 Konvensi III menentukan golongan yang 
mendapat perlakuan sebagai tawanan perang apabila mereka jatuh ke 
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tangan musuh. Golongan-golongan yang tersebut dalam dua artikel itu 
harus dibedakan dari penduduk sipil.48 
3. Prinsip Pembedaan Menurut Protokol Tambahan 1977 
Menurut Protokol Tambahan I 1977, definisi baru angkatan 
bersenjata dan kombat diatur dalam Artikel 43 dan 44. Artikel 43 
memberikan batasan dari angkatan bersenjata sebagai berikut: 
1. Angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai terdiri dari angkatan 
bersenjata yang terorganisasi (Organized Armed Forces), grup 
dan unit yang berada di bawah komando yang bertanggung 
jawab atas kelakuan anak buahnya kepada pihak tersebut 
sekalipun pihak itu diwakili oleh pemerintah atau penguasa 
(Authority) yang tidak diakui oleh pihak lawan (Adverse Party). 
Angkatan bersenjata tersebut harus tunduk kepada sistem 
disiplin kesatuan (Internal Disciplinary System ) yang antara lain 
berisi pelaksanaan ketentuan hukum internasional yang berlaku 
dalam pertikaian bersenjata. 
2. Anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai (kecuali 
personel medis dan pendeta seperti yang disebut dalam Artikel 
37 Konvensi Jenewa III) adalah kombat, yaitu  mereka berhak 
untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan. 
                                                          
48Ibid, hlm 79-82. 
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3. Apabila salah satu pihak yang bertikai memasukkan sebuah 
kesatuan (agency) paramiliter atau penegak hukum dalam 
angkatan bersenjata mereka, mereka wajib memberitahukan hal 
ini kepada pihak-pihak lain yang bertikai. 
Artikel 44 mengatur tentang kombat dan tawanan perang sebagai 
berikut: 
1. Setiap kombat, seperti ditentukan dalam Artikel 43, yang jatuh  
dalam kekuasaan pihak lawan, akan menjadi tawanan perang 
(prisoner of war = POW); 
2. Sekalipun semua kombat harus menaati ketentuan-ketentuan 
hukum internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata, 
namun pelanggaaran ketentuan tersebut tidak  akan 
menghilangkan (deprive) haknya untuk menjadi kombat, atau 
apabila ia jatuh dalam kekuasaan pihak lawan, dari haknya 
menjadi tawanan perang,kecuali yang ditentukan dalam paragraf 
3-4. 
3. Untuk menambah perlindungan dari penduduk sipil akibat 
(effects) permusuhan, kombat diharuskan membedakan 
(distinguish) diri dari penduduk sipil pada waktu mereka sedang 
menyerang atau di dalam suatu operasi militer yang mendahului 
(prepatory) serangan tersebut. Akan tetapi, mengingat bahwa 
dalam  suatu pertikaian bersenjata terdapat situasi di mana, 
mengingat sifat permusuhan tersebut, kombat tidak dapat 
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membedakan diri, ia akan tetap memperoleh statusnya sebagai 
kombat asal, dalam keadaan disebut ia membawa senjata 
secara terbuka: 
a. Selama setiap pertempuran (engagement); 
b. Selama ia dapat dilihat/kelihatan oleh musuh pada waktu ia 
terlibat dalam suatu persiapan (deployment) militer 
mendahului serangan di mana ia turut serta. 
Perbuatan yang memenuhi ketentuan ini tidak boleh dianggap 
sebagai licik (perfidious) dalam arti Artikel 3 Paragraf 1 (c). 
4. Seorang kombat yang jatuh dalam kekuasaan pihak lawan, 
sedangkan, ia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan 
dalam kalimat kedua dari Pasal 3, akan kehilangan (forfeit) 
haknya sebagai tawanan perang, tetapi ia akan diberikan 
perlindungan yang sama (equivalent) dalam segala aspek 
seperti yang diberikan kepada tawanan perang oleh Konvensi 
Jenewa III dan Protokol ini. 
5. Setiap kombat yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan pada 
waktu (sedang) tidak terlibat dalam serangan atau dalam suatu 
operasi militer sebagai persiapan suatu serangan tidak akan 
kehilangan haknya (forfeit) sebagai kombat dan tawanan perang 
sebagai akibat kegiatan sebelumnya. 
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6. Artikel ini tidak mengurangi (without prejudice) hak setiap orang 
untuk menjadi tawanan perang sesuai dengan artikel 4 Konvensi 
Jenewa III. 
7. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengubah kebiasaan yang 
secara umum telah diterima negara-negara yang berhubungan 
dengan pemakaian seragam (uniform) oleh kombat yang 
termasuk kesatuan reguler dan berseragam serta bersenjata 
(regular uniformed armed units) dari pihak yang bertikai. 
8. Sebagai tambahan dari kategori orang tersebut dalam Artikel 13 
Konvensi Jenewa I – II, semua anggota angkatan bersenjata dari 
pihak bertikai seperti dirumuskan dalam Artikel 43 Protokol ini 
atas perlindungan yang diatur dalam konferensi tersebut apabila 
mereka luka atau sakit, baik di darat maupun di laut. 
Definisi angkatan bersenjata dan kombat yang dirumuskan dalam 
protokol ini jelas (sangat) berbeda dengan apa yang telah ditentukan 
dalam konvensi-konvensi sebelumnya. Perlu juga dicatat bahwa 
dalam protokol ini dinyatakan secara tegas bahwa kombat adalah 
mereka yang berhak untuk ikut serta secara aktif/langsung dalam 
permusuhan. 
Menurut Kalshoven, Artikel 43 Paragraf 1 menghilangkan sama 
sekali diskriminasi antara tentara reguler (regular armies) dengan 
kelompok bersenjata (armed groups) yang lain. 
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Dengan diterimanya Pasal 43 dan 44 Protokol I 1977 tampak 
adanya tendensi untuk memberikan kesempatan lebih besar/banyak 
kepada penduduk yang bukan anggota angkatan bersenjata yang ikut 
dalam permusuhan untuk dimasukkan golongan kombat dan menjadi 
tawanan perang jika mereka jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan. 
Dalam Protokol I masih ada satu artikel lagi yang berhubungan 
dengan prinisip pembedaan (distinction principle), yaitu Artikel 48, 
yang berbunyi sebagai berikut: 
Untuk menjamin respect dan perlindungan terhadap penduduk 
sipil (civilians) dan objek sipil, pihak-pihak dalam konflik 
senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil dan kombat, 
dan antara objek sipil dan objek militer dan akan mengarahkan 
operasi mereka hanya terhadap objek militer saja.49 
 
Implementasi Prinsip Pembedaan pada era modern saat ini masih 
terkadang dilanggar oleh negara-negara yang terlibat konflik 
bersenjata baik bersifat internasional maupun non-internasional. 
Penggunaan senjata-senjata yang lebih modern tidak serta merta 
dapat menjamin bahwa tidak ada korban jiwa dari pihak sipil.  
Selain itu terdapat juga perbedaan penafsiran terhadap prinsip 
pembedaan disertai dengan sulitnya membedakan antara kombatan 
dan penduduk sipil pada perang era modern saat ini.  
  
                                                          
49Ibid, hlm 83-86. 
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B. Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di 
Suriah 
1. Tidak Efektifnya Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik 
Bersenjata di Suriah 
Perang tiada henti di Suriah telah menewaskan ratusan ribu korban. 
Bagaimana tidak, jika permukiman penduduk tak luput jadi sasaran. 
Akibatnya, anak-anak tak bersalah pun jadi korban kejamnya perang. 
Pada Maret 2017, seiring enam tahun terjadinya Perang Suriah, 
divisi bagian isu anak di PBB dalam laporan berjudul “The 6th 
Anniversary of the Breakout of the Popular Uprising towards Freedom, 
and the Killing of the First Civilians” menyebutkan bahwa setidaknya 
sepertiga dari anak-anak Suriah terbunuh di dalam atau di dekat area 
sekolah. 
Ironisnya, angka anak yang direkrut untuk jadi kombatan pun 
meningkat dibanding tahun 2015. UNICEF melaporkan bahwa hingga 
hari ini, setidaknya 850 anak sudah direkrut untuk menjadi eksekutor 
atau relawan bom bunuh diri. Hidup jutaan anak di Suriah amat berat 
dan kelam. Mereka berada di bawah bayang-bayang kematian yang 
bisa datang kapan saja, entah bersama berondongan senjata, gas 





Pada tahun 2016, setidaknya 652 anak Suriah terbunuh akibat 
perang. Angka ini naik 20 persen dibanding pada tahun 2015. Angka 
tersebut bahkan bisa jadi lebih rendah dari jumlah korban yang 
sesungguhnya, karena hanya merepresentasikan korban yang sudah 
diverifikasi. Berdasarkan data The Syrian Network For Human Rights 
(SNHR), selama enam tahun Perang Suriah, 207 ribu pihak sipil telah 
menjadi korban jiwa, dengan 24 ribu di antaranya anak-anak. 
Sebanyak 94 persen disebut terbunuh oleh serangan aliansi Suriah-
Iran-Rusia. 
 

















Berdasarkan data50 pada tabel diatas, dapat dilihat jika penerapan 
prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata di Suriah belum terlalu 
efektif dikarenakan banyaknya korban jiwa dari pihak sipil yang 
                                                          
50 Data Terakhir diperbaharui pada 1 Maret 2017 disitus sn4hr.org diakses pada 23 Juni 
2017 15.00 wita 
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berjatuhan. Dan adapun pada diagram dibawah menunjukkan pihak-
pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa pihak sipil. 
 
 
Angka tersebut disinyalir terus meningkat, mengingat kini serangan 
terhadap Suriah kian gencar dilancarkan.  
Hingga saat ini, dilaporkan telah terjadi 161 serangan kimia di 
Suriah. Seluruh serangan ini mengakibatkan 14.581 orang menjadi 
korban. 
Serangan senjata kimia yang terjadi pada Selasa pagi (4/4) di Idlib 
misalnya, sedikitnya mengakibatkan 100 orang orang tewas, termasuk 
11 di antaranya anak-anak. Peperangan menggunakan senjata kimia 
di Suriah menjadi gambaran nyata kejamnya sebuah rezim. Serangan 
ini menjadi salah satu perang paling brutal yang terjadi di abad 21 dan 
tak kunjung menunjukkan tanda-tanda bahwa akan segera usai. 
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Selain itu, terdapat juga kasus dimana tahanan baik tahanan 
perang maupun tahanan sipil mendapatkan tindakan kekerasan baik 
kekerasan fisik hingga kekerasan seksual dan bahkan sampai 
dibunuh.  
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Lembaga Observasi Suriah 
untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) menyatakan sekitar 2 ribu orang 
tewas di dalam penjara di Suriah sepanjang tahun ini. Seperti dilansir 
//Al Arabiya//, dari sekitar 2 ribu orang tewas itu terdapat anak-anak di 
bawah usia 18 tahun yang berjumlah 27 anak.  
Penyebab kematian para tahanan diduga kuat karena penyiksaan, 
kelaparan, serta kurangnya perawatan medis. Kondisi mengenaskan 
di tahanan itu telah menuai kritik dari berbagai kelompok HAM. 
Bahkan mereka menuduh rezim berkuasa telah melakuakn 
penyiksaan dan penganiayaan. Selain itu, Lembaga Observasi Suriah 
juga mengkritik pemerintahan yang terkadang tidak menyerahkan 
korban yang tewas di penjara kepada keluarganya, melainkan hanya 
memberitahukannya saja. 
Selain itu, beberapa kasus ditemukan pihak keluarga korban tewas 
dipaksa untuk mau menandatangani dokumen yang mengatakan 
keluarga mereka telah dibunuh oleh pasukan oposisi. Direktur 
Observasi Suriah Rami Abdel Rahman mengatakan kurangnya 
akuntabilitas telah menyebabkan kematian yang meluas di penjara. 
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Tercatat sekitar  190 ribu orang tewas sejak perang saudara Suriah 
dimulai pada Maret 2011 sebagai gerakan untuk menggulingkan 
Presiden Bashar al-Assad.51 
Selain itu, menurut Amnesty Internasional yang dikutip oleh Reuters 
menyatakan bahwa Pemerintah Suriah telah mengeksekusi ribuan 
tahanan dengan cara menggantung secara massal, selain menyiksa 
secara sistematis para tahanan di sebuah penjara militer dekat 
Damaskus. Amnesti Internasional menyatakan rata-rata 20-50 orang 
digantung setiap minggu di penjara Sednaya sebelah utara 
Damaskus.  
Antara 5.000 sampai 13.000 orang dieksekusi di Sednaya dalam 
jangka waktu empat tahun setelah demonstrasi rakyat Suriah berubah 
menjadi perang saudara, kata Amnesti Internasional. "Para korban 
kebanyakan warga sipil yang dianggap menentang pemerintah," tulis 
Amnesti Internasional. "Banyak tahanan di Penjara Militer Sednaya 
dibunuh setelah disiksa dan secara sistematis tidak diberi makan, air, 
obat-obatan dan layanan kesehatan."52 Kebijakan ini berujung pada 
upaya pemusnahan kelompok tertentu, sebuah contoh pelanggaran 
Statuta Roma. 
 
                                                          
51 http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/11/03/negfdb-sekitar-dua-ribu-
tahanan-tewas-di-penjara-suriah diakses pada 23 Juni 2017 15.05 wita 
52 http://www.antaranews.com/berita/611043/suriah-dituding-eksekusi-gantung-massal-
ribuan-tahanan diakses pada 23 Juni 2017 15.10 wita 
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Eksekusi-eksekusi rahasia disetujui oleh tingkatan tertinggi 
pemerintah Suriah, menurut Amnesty. Laporan mereka menyatakan 
hukuman mati disetujui oleh Grand Mufti—pendeta paling senior di 
Suriah—dan juga oleh menteri pertahanan atau pimpinan staf militer, 
yang bertindak mewakili Presiden Bashar al-Assad. 
Laporan ini adalah yang terbaru di antara daftar tuduhan panjang 
penyiksaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Suriah 
selama perang saudara: 
 Tuduhan penyiksaan telah berlangsung sejak lama. 
Amnesty mendokumentasikan tindakan pemerintah yang 
menggunakan 35 teknik penyiksaan di penjara-penjaranya 
pada 1987, ketika negara dipimpin oleh ayah Bashar al-
Assad, Hafez al-Assad. 
 Semenjak perang saudara di Suriah dimulai pada 2011, 
pemerintah Assad terlibat pada beberapa insiden 
pelanggaran hak asasi manusia. PBB melaporkan bahwa 
antara 2012 dan Juli 2013, sekurang-kurangnya 9 
pembunuhan masal terencana telah dilakukan, dan 





 Sebuah laporan di November 2013 menemukan fakta bila 
6.000 perempuan diduga telah diperkosa, sebagian 
besarnya selama razia yang didukung pemerintah pada 
teritori pembangkang, dan banyak korbannya melaporkan 
bahwa aparat keamanan berpartisipasi pada serangan 
tersebut. 
 Pada 2015, sebuah laporan diterbitkan berdasarkan foto-
foto yang diambil seorang fotografer yang dikenal hanya 
sebagai "Caesar," yang memotret ribuan tahanan diduga 
dibunuh dalam penahanan pemerintah. Foto-foto tersebut 
memberikan rincian "pembunuhan sistematis lebih dari 
11,000 tahanan oleh pemerintah Suriah pada sebuah 
wilayah selama Perang Saudara Suriah selama periode 
dua tahun setengah sejak Maret 2011 hingga Agustus 
2013". 
 Pada Agustus 2016, Amnesty melaporkan bahwa 17.723 
orang meninggal dunia pada penahanan karena 
penyiksaan, kelaparan, dan diputusnya perawatan medis 
selama periode perang saudara.53 
 
                                                          
53 https://www.vice.com/id_id/article/z4wp7j/pemerintah-suriah-diduga-menggantung-13-
ribu-tahanan-diam-diam diakses pada 23 Juni 2017 15.15 wita 
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Selain itu, menurut Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB seperti yang 
disampaikan oleh BBC menyatakan bahwa Pemerintah Suriah 
menerapkan kebijakan pembunuhan terhadap ribuan tahanan. 
Temuan ini dikumpulkan dari sejumlah wawancara dengan ratusan 
saksi mata, mencakup periode sejak dimulainya protes antipemerintah 
pada bulan Maret 2011. Laporan tersebut menyatakan ribuan tahanan 
dibunuh saat dalam penjara pihak-pihak yang berperang dalam empat 
setengah tahun terakhir. Para penyelidik menduga puluhan ribu orang 
pernah ditahan pemerintah Suriah. Mereka menggambarkan keadaan 
para tahanan sebagai "krisis perlindungan hak asasi manusia dalam 
skala besar dan darurat".54 
Sebagaimana yang dilansir oleh ABC News, Selasa 16 Mei 2017, 
Pemerintah Amerika Serikat menuding Pemerintah Suriah telah 
menggantung ribuan tahanan, kebanyakan warga sipil menentang 
pemerintah, dan kemudian membakar jasad mereka di krematorium 
penjara. Sebelumnya tudingan serupa pernah dilontarkan oleh 
Amnesty International pada Februari lalu, tetapi tudingan AS kali ini 
berdasarkan citra satelit terbaru.  
Menurut Stuart Jones, diplomat tertinggi AS untuk Timur Tengah 
mengatakan kepada wartawan, sekitar 50 orang setiap hari digantung 
                                                          
54 http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160208_dunia_suriah_pbb diakses pada 
23 Juni 2017 15.20 wita 
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dan kemudian dibakar di penjara militer Saydnaya, 45 menit dari ibu 
kota Damaskus.55 
2. Konflik Bersenjata Suriah dan Transformasinya 
Sejak meletusnya konflik pada medio Maret 2011, yakni ketika 
terjadi penangkapan terhadap sejumlah pelajar di Kota Daraa, dimana 
15 orang pelajar menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-
tembok kota. Slogan-slogan tersebut berbunyi, “Rakyat menginginkan 
rezim turun”.56 Rentetan gejolak yang melanda sebagian besar negara 
yang dipimpin oleh rezim patriarki yang menjabat selama lebih 
puluhan tahun, juga melanda Suriah sebagai sebuah negara yang 
telah dipimpin oleh Klan Assad, yang telah menjabat selama 40 tahun 
lamanya. 
Kekecewaan yang mendalam dirasakan oleh sebagian besar 
rakyat Suriah, dimana selama kurun waktu tersebut pemerintah 
dianggap tidak mampu untuk meningkatkan standar hidup bagi rakyat, 
kesenjangan ekonomi yang menjulang demikian pelik dirasakan oleh 
masyarakat.57  
                                                          
55 https://dunia.tempo.co/read/news/2017/05/16/115875635/suriah-dituduh-gantung-
ribuan-tahanan-dan-membakar-jasad-mereka diakses pada 23 Juni 15.25 wita 
56 Siti Muti’ah, “Pergolakan Panjang Suriah : Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-
Islamisme?” Jurnal CMES Volume V Nomor 1, Edisi Juli-Desember 2012, hlm.5 
57 M.Najih Arrohmadoni, “Memahami Konflik Suriah, Tragedi Kemanusiaan Terbesar 
Abad 21”,detik.com, Diakses 23 Juni 2017 Pukul 15.30 wita 
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Sebuah titik kulminasi yang segera membentuk aksi besar, apalagi 
setelah didapatkan fakta bahwa kesemua pelajar yang menulis 
slogan-slogan tersebut mendapatkan penyiksaan selama dipenjara 
oleh pihak kepolisian setempat. Eskalasi protes akhirnya tidak dapat 
dielakkan lagi, meningkat dalam skala yang demikian hebat. 
Gelombang demonstrasi berjalan dari satu waktu ke waktu dengan 
tegangan yang semakin meningkat. Pada 11 Maret 2011 masyarakat 
merespons penyiksaan tersebut dengan menggelar aksi demonstrasi 
yang digelar di Kota Barat-Daya Daara yang memprotes penyiksaan 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Demonstrasi ini berakhir dengan 
brutal setelah pihak keamanan melakukan tembakan kepada para 
demonstran yang bergeming untuk tetap melaksanakan aksi 
demonstrasi.  
Namun, tidak berhenti sampai disitu, 23 Maret 2011 demonstrasi 
kembali melanda Kota Daara, lagi-lagi pihak keamanan melakukan 
penembakan kepada para demonstran dan dikabarkan sebanyak 20 
orang tewas akibat penembakan tersebut.  
Pihak pemerintah juga mengumumkan kebijakan untuk meredakan 
ketegangan dengan mengusahakan untuk melaksanakan proses 
reformasi politik, dimana kebijakan tersebut menghapuskan adanya 
pembatasan bagi partai politik. Akan tetapi, kemarahan yang 
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memuncak membuat para tokoh oposisi tidak lagi koperatif dalam 
menerima ajakan dialog kepada pemerintah.58 
Unjuk rasa yang terjadi terus berlangsung dalam skala yang 
semakin intens, demikian juga pihak keamanan dipaksa bekerja keras 
untuk membubarkan gelombang massa yang melakukan aksi 
demonstrasi. Situasi ketegangan ini juga semakin diperparah dengan 
adanya aksi balasan yang dilakukan oleh sekumpulan massa yang 
mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat Pro-Pemerintah, dimana 
mereka juga melancarkan demonstrasi besar-besaran di Kota 
Damaskus.  
Setelah prahara ini terus berlanjut, gerakan aksi demonstrasi yang 
meluas ke sebagian besar wilayah Suriah, pihak pemerintah mulai 
mengumumkan bahwa ada keterlibatan konspirasi asing untuk 
mengambil keuntungan dari perpecahan yang sedang terjadi di 
Suriah. Assad juga menolak ajakan pihak oposisi untuk melaksanakan 
percepatan reformasi.  
Demikian protes tetap saja terus berlangsung dan pihak aparat juga 
semakin represif untuk menindak setiap terjadinya gelombang unjuk 
rasa.  
                                                          
58 Dalam sebuah wawancara, Assad sendiri menolak untuk menyebut perang di 
negaranya sebagai perang sipil atau perang saudara. Menurutnya perang yang terjadi di 




Pada 8 April 2011, pasukan keamanan menembak 35 orang 
demonstran Suriah di beberapa kota tempat berlangsungnya aksi 
demonstrasi, menyusul juga sebuah laporan yang menyatakan korban 
tewas mencapai lebih dari 200 orang.  
Hal ini mengundang kecaman internasional terhadap Pemerintah 
Suriah, sejumlah organisasi pembela HAM dan beberapa kepala 
negara di dunia menyerukan pemberhentian kekerasan. Pada tanggal 
19 April, Pemerintah Suriah membubarkan Mahkamah Agung 
Keamanan Negara Suriah, kemudian membentuk pengadilan khusus 
untuk mengadili pihak-pihak yang dianggap sebagai Anti-Pemerintah. 
Menteri Dalam Negeri Suriah juga memberlakukan aturan resmi 
untuk mengeluarkan izin bagi setiap aksi deminstrasi yang hendak 
diadakan, selain itu pihak pemerintah menyatakan akan terus 
menganggap bahwa setiap aksi demonstrasi merupakan ancaman 
nasional.  
Segera setelah menetapkan hukum darurat, pihak Pemerintah 
Suriah meningkatkan penggunaan kekerasan bagi setiap pihak 
oposisi yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Pada 22 
April 2011, pasukan keamanan menembaki sekitar 75 orang 




Pemerintah Suriah juga melancarkan strategi baru dengan 
menyebarkan sejumlah besar pasukan yang dilengkapi dengan tank 
dan kendaraan lapis baja ke kota-kota yang dianggap sebagai basis 
dari pihak oposisi. Di daerah-daerah tertentu pemerintah juga 
memutus semua akses telekomunikasi, listrik, air.  
Pada bulan Mei, pihak pemerintah membangun barikade 
keamanan untuk membatasi ruang gerak dari massa demonstran. 
Pada tanggal 6 Juni Kantor Berita Suriah melaporkan bahwa 
sebanyak 120 tentara Suiriah dibunuh oleh sekelompok angkatan 
bersenjata di kota utara, Jisr al-Shugur.  
Walaupun ada banyak keraguan terkait kebenaran berita tersebut, 
pihak pemerintah dengan cepat melakukan respon dengan 
meluncurkan serangan berat yang menyebabkan ribuan warga 
melarikan diri dan melintasi perbatasan Turki. Pertumpahan darah 
yang terus-menerus terjadi ini tidak dipungkiri menuai begitu banyak 
hujatan dari komunitas internasional yang menyerukan agar Presiden 
Assad mundur dari jabatannya sebagai Presiden.  
Pada bulan November 2011, Pemerintah Suriah menyetujui inisiatif 
Liga Arab yang menyerukan pemerintah Suriah untuk menghentikan 
kekerasan terhadap para demonstran dengan menarik mundur tank 
dan kendaraan lapis baja dari kota-kota dan membebaskan para 
tahanan politik.  
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Akan tetapi kemajuan ini tidak berlangsung lama, sebab beberapa 
hari setelahnya kekerasan kembali terjadi di Kota Homs. Selain itu, 
pertengahan Desember pemerintah Suriah mengizinkan kunjungan 
delegasi Liga Arab untuk menjadi tim observer atas kondisi yang 
terjadi di lapangan.  
Akan tetapi, intensitas kekerasan yang semakin meningkat 
membuat kerja dari tim pemantau tersebut menjadi tidak maksimal 
sehingga beberapa negara Arab menarik anggota mereka dari tim 
pemantau dan menangguhkan keberlanjutan misi pemantau pada 28 
Januari dengan alasan kekerasan.  
Setelah kegagalan misi dari tim pemantau Liga Arab, awal Februari 
2012, tentara Suriah kembali melakukan penyerangan ke kota Homs 
yang dianggap sebagai basis dari pihak oposisi selama eberapa 
minggu. Pada bulan yang sama, Liga Arab dan PBB menunjuk mantan 
Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan59 sebagai utusan perdamaian 
untuk Suriah.  
Akan tetapi upaya Annan untuk melaksanakan gencatan senjata 
dan penghentian kekerasan terbentur dengan alasan serupa yakni 
enggannya pihak pemerintah mematuhi perjanjian damai yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak.  
                                                          
59 Utusan Khusus dari tim gabungan Liga Arab-PBB misi pemantau konflik Suriah. Dalam 
prosesnya Kofi Annan mengundrukan diri sebagai utusan perdamaian di Suriah dan 
kemudian digantikan oleh diplomat Aljazair Lakhdar Brahimi. 
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Pada Awal 2012 pula, pihak oposisi mendeklarasikan pembentukan 
koalisi baru yang disebut Koalisi Nasional untuk Revolusi Syria dan 
Kekuatan Militer Oposisi Koalisi Nasional Suriah. Menariknya dalam 
jangka beberapa bulan saja koalisi ini mendapatkan pengakuan dari 
berbagai negara sebagai wakil sah rakyat Suriah.  
Dalam satu bulan berikutnya, sejumlah negara mengakui Koalisi 
Nasional Suriah sebagai pihak yang secara efektif dapat mewakili 
kelompok oposisi. Sementara itu, dalam dinamika konflik yang 
semakin rumit negara-negara sekutu yang memihak pemerintah 
maupun oposisi semakin gencar dalam meningkatkan dukungannya. 
 Upaya Turki, Arab Saudi, dan Qatar semakin terlihat di awal 2013 
ketika mereka memilih memasok persenjataan kepada pihak oposisi, 
sementara Iran dan juga kelompok militant Hizbullah terus 
memberikan persediaan senjata kepada pihak pemerintah. Babak 
baru konflik ini kemudian menjadi polemik yang sangat 
memprihatinkan tatkala adanya penggunaaan senjata kimia oleh 
Rezim Assad. Di kota Damaskus ratusan orang terbunuh akibat 
penggunaan senjata kimia.  
Kubu oposisi secara tegas mengklaim bahwa pasukan pro-Assad 
telah melakukan kejahatan kemanusiaan atas digunakannya senjata 
kimia tersebut, walaupun kemudian pernyataan ini disangkal pula 
dengan tegas Pejabat Pemerintah Suriah utusan PBB ternyata 
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menemukan bukti adanya produksi senjata kimia di beberapa wilayah 
kekuasaan rezim Suriah.60  
Kondisi serupa bahkan terjadi baru saja di bulan April 2017, dimana 
terjadi serangan gas klorin dan sarin terhadap warga yang berada di 
wilayah Idlib.61 Kejadian brutal ini menewaskan puluhan orang dan 
semakin ironis banyak merenggut nyawa dari anak-anak.  
Serangan ini diarahkan kembali oleh pihak rezim walaupun sekali 
lagi pihak Assad menyangkal tuduhan tersebut dan menyebutkan 
kesalahan berada pada pihak pemberontak. Kejadian ini kembali 
mengundang kecaman oleh masyarakat Internasional disebabkan 
kebrutalan yang selalu diperlihatkan oleh pihak rezim atas pihak 
oposisi. 
Lini masa yang dijelaskan secara singkat diatas menunjukkan 
bahwa kondisi yang terjadi di Suriah merupakan konflik yang demikian 
kompleks. Setidaknya ada tiga argumen utama yang relevan untuk 
dijelaskan terkait konflik yang meletus di Suriah ini. 
 Pertama, jika konflik ini juga merupakan bias dari meletusnya Arab 
Spring 2011 perlu menjadi perhatian lebih bahwa dalam kesadaran 
                                                          
60 http://www.britannica.com, “Syrian Civil War” Diakses 23 April 2017 Pukul 15.35 wita 
61 Penggunaan senjata kimia ini sendiri menyebabkan perdebatan yang sangat panjang 
di kalangan masyarakat internasional, dimana Presiden Assad dengan kukuh 
menyatakan Pemerintah Suriah tidak menggunakan senjata kimia, sedangkan pihak AS 
bersikeras bahwa Suriah telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan dalam hal 




batin negara-negara Arab telah muncul benih-benih gerakan 
pembebasan yang disandarkan kepada idealism demokratik.  
Dimana, konflik ini harus dilihat sebagai titik kulminasi dari buruknya 
sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rezim.  
Kondisi ini bersesuaian dengan apa yang sedang terjadi di Suriah, 
yakni selama 40 tahun lamanya Klan Assad menjabat (mulai dari 
Hafeez Al-Assad kemudian dilanjutkan oleh anaknya Bashar Al-
Assad) tidak mampu mendorong kemajuan yang signifikan bagi rakyat 
Suriah.  
Fakta tingginya angka pengangguran, kesenjangan sosial dan 
ekonomi, tingginya inflasi dan pembatasan 
kebebasan politik62 telah tumbuh menjadi bibit kekecewaan yang 
tumbuh subur dan berubah menjadi kebencian politis setelah rezim 
memilih menumpas habis gerakan perlawanan.  
Kedua, ada sebuah fenomena yang sangat mengerikan ketika fakta 
memperlihatkan jika konflik ini telah berkembang menjadi suatu arena 
yang mempraktikkan berbagai macam pelanggaran norma hukum 
perang.  
 
                                                          
62 A. Muchaddam Faham dan A.M Kaartatmaja, “Konflik Suriah : Akar Masalah dan 
Dampaknya”,Jurnal Politica, Vol 5 No.1 Juni 2014 
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Telah menjadi sebuah aturan yang telah disepakti secara naturalia 
dan secara sadar setiap negara terikat dengan adanya Konvensi 
Jenewa 1949 bahwa ketika terjadi atau meletus sebuah peperangan, 
setiap pihak diharuskan menghormati hak asasi warga sipil. 
Sayangnya, beberapa fakta tertentu yang menyebutkan adanya 
serangan dengan penggunaan senjata kimia menunjukkan bahwa 
konflik yang meletus di Suriah ini tidak lama lagi akan berkembang 
menjadi sebuah konflik internasional brutal dan mengganggu kawasan 
perdamaian dunia yang telah menjadi konsep dasar dari hubungan 
internasional kontemporer.  
Salah satu fenomena yang juga cukup menarik adalah bahwa 
Presiden Bassar Al-Assad menolak untuk mengakui situasi konflik ini 
sebagai perang saudara, ia bersikukuh untuk menyatakan bila konflik 
ini adalah akibat dari adanya suatu kekuatan dari luar yang ingin 
menghancurkan Suriah. Ini merupakan dinamika yang patut diberikan 
perhatian lebih, oleh karena dengan pandangan seperti itu, secara 
resmi rezim telah memaknai perseteruan ini sebagai salah satu konflik 
yang mengancam kedaulatan nasional.  
Dalam posisi yang demikian harga mati bagi negara untuk 
melindungi kedaulatan bangsanya meski menggunakan metode 
sebrutal apapun. Hubungan menjadi semakin pelik tatkala terlihat 
bahwa negaranegara di dunia membelah dirinya menjadi dimensi 
kutub baru peta konflik.  
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Meningkatnya eskalasi konflik ini ditandai dengan memihaknya 
negara-negara tertentu kepada pihak-pihak yang saling bertikai.  
Terlihat bahwa koalisi senior yakni Rusia dan Iran memilih untuk 
bersekutu dengan rezim sebagai salah satu negara sahabat.63 Di sisi 
lain, terlihat pula upaya AS untuk juga terlibat secara signifikan dalam 
konflik ini, dengan menyokong amunisi militer bagi pihak oposisi. 
 Begitu pula dengan Qatar, Turki dan Arab Saudi yang dengan 
terang-terangan juga memilih untuk berpihak kepada pihak oposisi. 
Dimensi baru ini menunjukkan bahwa konflik ini ternyata krusial untuk 
kepentingan bagi negara-negara tertentu untuk menunjukkan 
eksistensinya, selain tentu dalam konteks geopolitik global.  
Beberapa aspek tersebut menujukkan bahwa konflik yang terjadi di 
Suriah merupakan persoalan kemanusiaan yang harus segera 
ditangani oleh masyarakat internasional. Melihat bahwa institusi 
kawasan, dalam hal ini ialah Liga Arab tidak lagi mampu memberikan 
peran secara signifikan untuk meredam gejolak yang timbul di Suriah. 
Laporan terakhir menyebutkan bahwa konflik ini telah merenggut 
korban jiwa sebanyak lebih dari 900 ribu orang.64 Sebuah angka yang 
demikian mengerikan untuk kategori konflik saudara.  
                                                          
63 Dina Y Sulaeman, 2013, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, 
IMaN, Depok, hlm 100. 
64 www.ICRC.org, Syria Crisis, Diakses 23 Juni 2017 Pukul 15.40 wita 
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Apalagi melihat eskalasi konflik yang semakin meningkat dari waktu 
ke waktu dan melihat intervensi negara-negara lain untuk memainkan 
peran menyimpan ancaman yang sangat besar bagi perdamaian 
masyarakat internasional. Sehingga, persoalan konflik yang terjadi di 
Suriah telah melewati dimensi lokalisasi sengketa, dimana secara 
global masyarakat internasional telah berpandangan bahwa konflik 
yang meletus ini telah berkembang menjadi arena praktikal dari 
parade kejahatan kemanusiaan yang sistematis.  
Dalam studi hukum internasional publik, sesungguhnya telah 
dikenal kategorisasi mengenai sengketa yang terjadi, yakni sengketa 
hukum atau sengketa politik. Namun, sebetulnya di dalam 
kenyataannya pembagian seperti ini tidak pernah benar-benar nyata 
sebab kriteria untuk merumuskan mana yang termasuk sengketa 
politik dan mana yang termasuk sengketa hukum tidak pernah 
disepakati secara umum. Di antara berbagai pandangan terkait 
persoalan ini penulis mencoba membandingkan ketiga sudut pandang 
dari berbagai pakar, yakni :65  
1. Pendapat Friedmann  
Menurut Friedmann, konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal 
sebagai berikut :  
                                                          




a) Sengketa hukum adalah perselisihan antarnegara yang 
mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan 
aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti  
b) Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya 
memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas 
wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu 
negara  
c) Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum 
internasional yang ada, cukup untuk menghasilkan suatu 
putusan yang sesuai dengan keadilan antarnegara dengan 
perkembangan progresif hubungan internasional  
d) Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan 
persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui 
tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu 
hukum yang telah ada  
2. Pendapat Waldock  
Menurut pendapat Waldock, suatu penentuan jenis sengketa 
sebagai sengketa hukum ataupun sengketa politik bergantung 
sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa, jika para 
pihak menentukan sengketa tersebut sebagai sengketa hukum, 
maka ia adalah sengketa hukum.  
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Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak 
membutuhkan patokan tertentu yang tidak terdapat dalam aturan 
hukum internasional maka ia dapat diklasifikasikan sebagai 
sengketa politik  
3. Pendapat Jalan Tengah (Oppenheim dan Kelsen)  
Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak terdapat pembenaran 
ilmiah terkait dasar criteria objektif yang mendasari pembedaan 
antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap 
sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Mungkin saja 
dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum 
terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara yang 
bersangkutan. Begitu pula sebaliknya terhadap sengketa politik, 
prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi dapat 
diterapkan.  
Dari ketiga pandangan ini menjadi sebuah tolak ukur yang jelas 
bagi penulis untuk dapat mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi di 
Suriah. Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan 
merujuk kepada pandangan jalan tengah, dimana tentu untuk setiap 
kasus sengketa tidak dapat dipungkiri polarisasi dari kedua aspek 




Kesulitannya adalah, jika hal ini dikontekskan dalam kasus Suriah 
maka akan didapati berbagai macam komponen konflik yang sangat 
kompleks. Dalam hal ini percampur bauran dimensi politk dan hukum 
sangat erat sehingga menentukan konflik ini sebagai salah satu dari jenis 
tersebut merupakan suatu hal yang sangat rumit. Selain itu, terkait 
dengan identifikasi eskalasi konflik yang terjadi di Suriah.  
Seperti yang telah dijelaskan pada latar konflik ini, bahwa konflik 
yang meletus sejak tahun 2011 ini merupakan salah satu bentuk perang 
saudara. Akan tetapi, perang ini kemudian berkembang menjadi sangat 
kompleks ketika dalam perkembangannya terjadi pergerakan yang 
sangat dinamis.  
Utamanya mengenai campur tangan negara-negara asing, 
keterlibatan pihak-pihak asing ini secara otomatis telah mengubah 
konstelasi konflik yang terjadi di Suriah. Perang sipil yang melibatkan 
aktor-aktor dalam negeri kemudian berubah menjadi perang yang 
melibatkan berbagai faksi militer yang mendapatkan dukungan dari 
sejumlah negara kawasan maupun luar kawasan Timur Tengah.  
Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam perang sipil 
Suriah dapat dibagi dalam tiga kubu utama: Rezim Bashar Assad, Kubu 
Oposisi Pemerintahan (FSA), ISIS. Keterlibatan pihak-pihak lain ini 
menimbulkan kompleksitas terkait tatanan definitif konflik bersenjata 
menurut hukum internasional.  
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Dalam hal ini masihkah relevan untuk mengkualifikasikan konflik 
Suriah ini sebagai konflik bersenjata yang sifatnya internal.  
Sebab, apabila konflik ini diklasifikasikan sebagai konflik yang 
sifatnya internal maka mekanisme untuk menyelesaikan persoalan lebih 
ditekankan kepada pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu 
penghormatan terhadap asas kedaulatan negara.  
Akan tetapi, dengan munculnya fenomena ini, akan menjadi sulit 
untuk membebankan tanggung jawab penyelesaian sengketa kepada 
pihak pemerintah, sebab konfrontasi yang terjadi sendiri di samping telah 
melanggar demikian banyak aturan hukum internasional, telah 
melibatkan begitu banyak entitas dengan bermacam-macam 
kepentingannya.  
Dalam hukum humaniter internasional, konflik bersenjata dapat 
digolongkan menjadi tiga, yakni: konflik bersenjata internasional, konflik 
bersenjata non internasional serta internasionalisasi konflik.66 Klasifikasi 
antara ketiga jenis konflik tersebut dibedakan menurut status hukum para 
pihak yang bersengketa.  
Dalam konflik bersenjata internasional, kedua belah pihak memiliki 
status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara.  
                                                          
66 Mahfud, Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata di Suriah, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 
No.66, Agustus 2015 
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Sedang dalam konflik bersenjata non internasional status kedua 
belah pihak tidaklah sama, pihak yang satu berstatus sebagai negara, 
sedang pihak lainnya adalah satuan bukan negara.67  
Pengaturan mengenai klasifikasi konflik bersenjata ini dapat 
ditemukan dalam konvensi Jenewa 1949, ketentuan mengenai konflik 
bersenjata internasional dapat dilihat dalam Pasal 2 Ketentuan Bersama 
(common article) dari Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi sebagai 
berikut: : 
“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, 
the present Convention shall apply to all cases of declared war or any 
other armed conflict which may arise between two or more of the High 
Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of 
them….”68  
Pasal 2 Ketentuan Bersama (Common Articles) Konvensi Jenewa 
1949 di atas sebenarnya tidak secara eksplisit memberikan terminologi 
dari konflik bersenjata internasional. Namun, jika dikaitkan dengan 
ketentuan Pasal 1 paragraf 3 Protokol I 1977, maka jelaslah bahwa 
substansi materi dari Pasal 2 Ketentuan Bersama Konvensi Jenewa 
1949 ini adalah terminologi dari konflik bersenjata internasional. 
 
                                                          
67 Ibid.. 
68 Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 
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Sedangkan ketentuan mengenai konflik bersenjata non 
internasional dapat dilihat dalam Pasal I ayat (1) Protokol Tambahan II 
1977.69 Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1997 
merupakan ketentuan yang menurut beberapa pakar antara lain seperti 
L.C Green sebagaimana dikutip oleh Haryomataram dalam makalah 
disampaikan pada penalaran Hukum Humaniter Internasional dan Hak 
Asasi Manusia sebagai definisi dari istilah Konflik Bersenjata 
Internasional.  
Sedangkan internasionalisasi konflik itu sendiri adalah masuknya 
salah satu pihak dalam hal ini negara untuk mendukung kelompok 
bersenjata dalam yang terorganisir (pemberontak) atau antara kelompok 
bersenjata yang satu dengan yang lainnya.70  
Bila melihat dari ketiga klasifikasi tersebut, maka konflik yang terjadi 
di Suriah termasuk dalam kualifikasi konflik bersenjata yang sifatnya 
internasionalisasi. Masuknya negara-negara tertentu inilah yang menjadi 
argument utamanya, sebab untuk tetap menempatkan konflik Syria 
sebagai konflik internal mulai terlihat tidak relevan. Keterlibatan negara-
negara lain, dalam konflik ini telah mencapai status aktif dimana 
dukungan yang diberikan terkait secara positif dalam kemampuan 
distribusi peperangan seperti suplai senjata serta bantuan financial 
terhadap sejumlah faksi yang turut serta berperang.  
                                                          
69 Mahfud, Op.cit, hlm 239. 
70 Ibid, hlm 240. 
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Perubahan dari identifikasi konflik bersenjata tersebut (dari konflik 
internal menjadi konflik bersenjata internasional) dikemukakan oleh 
Pietro Veri71: 
 “Suatu konflik non-internasional dapat dianggap menjadi konflik 
bersenjata yang bersifat internasional apabila telah terpenuhi syarat-
syarat berikut”:  
1. Jika suatu negara telah mengakui pihak pemberontak sebagai 
pihak yang bersengketa (belligerent)  
2. Jika terdapat satu atau lebih negara asing yang memberikan 
bantuan kepada salah satu pihak dalam konflik internal;. Dan 
mengirimkan Angkatan Bersenjata untuk memerangi salah satu 
pihak  
3. Jika terdapat dua negara asing, dimana Angkatan Bersenjatanya 
saling melakukan intervensi kepada suatu negara yang sedang 
terlibat dalam suatu konflik militer, dan saling berperang serta 
membantu pihak yang berlawanan.  
Dilihat dari sejumlah bukti yang terjadi di lapangan, adanya 
keterlibatan negara asing ini terlihat dari dukungan sejumlah negara 
yang secara terang-terangan diberikan terhadap pihak-pihak 
pemberontak dalam menggulingkan pemerintah berdaulat.  
                                                          




Kelompok oposisi yang dikoordinir oleh Free Army Syria (FSA) 
mengakui telah menerima sejumlah jenis senjata, yang akan 
digunakan untuk menggulingkan kekuasaan rezim Assad. Saudi dan 
Qatar berada di garis terdepan dalam membela kelompok bersenjata 
di Suriah .  
Sejumlah negara pesisir Teluk Persia juga telah memberikan dana 
sebesar 100 juta dolar bagi faksi-faksi yang berperang untuk 
menggulingkan pemerintahan Bashar Assad.  
Disisi lain, Riyadh dan Doha dengan bekerja sama dengan 
Washington serta sekutunya di kawasan mensuplai senjata berat 
seperti rudal anti-tank, anti pesawat udara.72 Di posisi lain, kubu rezim 
juga mendapatkan dukungan oleh sejumlah sekutu kawasan seperti 
Iran, Rusia dan Hizbullah.  
Bahkan ketiga pihak ini ditengarai bukan hanya berperan dalam 
mendistribusikan bantuan persenjataan akan tetapi diduga kuat 
mereka juga menerjunkan pasukan untuk memerangi kelompok anti-
pemerintahan.73 Fakta ini semua telah menunjukkan bahwa konflik 
yang terjadi di Suriah telah meluas dari sekedar perang saudara 
menjadi sebuah konflik yang telah terinternasionalisasi.  
                                                          
72 http://indonesians.ws.irib.ir/internasional/timur-tengah/item/4520-
Saudi_dan_Qatar_Tingkatkan Bantuan Kepada Pemberontak Suriah, diakses 23 Juni 
2017 pukul 15.45 wita 
73 Mahfud, Loc.cit. 
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Alasan yang kedua, adalah dengan adanya beberapa kali 
konferensi tingkat internasional yang menginisiasi perundingan antara 
kedua kubu memperlihatkan bahwa sesungguhnya pihak pemerintah 
Suriah telah mengidentifikasi kubu oposisi sebagai salah satu pihak 
yang bersengketa (Belligerent). 
Adanya pengakuan ini secara resmi telah memberikan sejumlah 
tanggung jawab secara internasional terkait segala tindakan yang 
telah dimiliki sehingga kubu oposisi telah dianggap sebagai organisasi 
yang teridentifikasi secara structural dan dapat dikenali dengan atribut 
organisasinya.  
Alasan yang ketiga, seiring dengan semakin aktifnya negara-
negara asing dalam melancarkan dukungannya bisa dilihat bahwa 
konfrontasi yang melibatkan negara-negara asing merupakan fakta 
empiris yang terjadi di medan konflik.  
Serangan yang dilancaran AS ke pangkalan induk kubu rezim 
Bassad Februari kemarin menjadi bukti yang sangat valid 
bahwasanya keterlibatan negara-negara asing tidak hanya sebatas 
pemberian distribusi material, akan tetapi keterlibatan aktif dalam 
kegiatan militerisme juga telah dijalankan oleh pihak-pihak sekutu 
masing-masing kubu.   
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat dikatakan bahwa 
konflik yang terjadi di Suriah ini tidak lagi relevan untuk ditempatkan 
dalam konteks perang saudara semata, terlibatnya negara-negara lain 
bahkan dalam beberapa kasus terlihat adanya intervensi militer yang 
bahkan terjadi di medan konflik semakin memperjelas bahwa konflik 




















1. Prinsip Pembedaan menurut Hukum Humaniter Internasional ialah 
suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk 
dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam 
konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatan) 
dan penduduk sipil (civilian). Ketentuan tentang prinsip pembedaan ini 
awalnya diatur dalam Konvensi Den Haag 1907, kemudian diubah 
dalam Konvensi Jenewa 1949, dan terakhir diubah lagi dalam Protokol 
Tambahan 1977. Implementasi Prinsip Pembedaan pada era modern 
saat ini masih terkadang dilanggar oleh negara-negara yang terlibat 
konflik bersenjata baik bersifat internasional maupun non-
internasional, terdapat juga perbedaan penafsiran terhadap prinsip 
pembedaan disertai dengan sulitnya membedakan antara kombatan 
dan penduduk sipil pada perang era modern saat ini. 
2. Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah 
tidak efektif dikarenakan banyaknya korban jiwa sipil yang berjatuhan 
akibat Konflik Bersenjata yang awalnya Konflik Bersenjata non-





1. Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional baiknya 
mendapat perbaruan-perbaruan substansi yang mengikuti kemajuan 
perkembangan teknologi persenjataan dan taktik perang dikarenakan 
makin canggihnya teknologi persenjataan serta taktik perang saat ini 
sudah mulai beralih ke perang kota. 
2. Penerapan Prinsip Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah 
masih belum efektif dikarenakan banyaknya korban jiwa sipil yang 
berjatuhan, agar prinsip pembedaan dapat efektif penerapannya 
sanksi pelanggaran terhadap prinsip pembedaan harus memiliki 
sanksi yang memiliki daya ikat yang kuat sehinggan menimbulkan 
efek jera dan sangat berat dikarenakan saat ini sanksi pelanggaran 
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